Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap perjanjian kemitraan antara PT.Go-Jek Indonesia dengan Mitra Pengendara by Andrean, Fath
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.GO-JEK INDONESIA 










Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Fakultas Syariah dan Hukum 
Jurusan Hukum Perdata Islam 













Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan obyek 
penelitian ialah PT. GO-JEK Indonesia, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 
dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia 
dengan Mitra Pengendara”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang 
dituangkan dalam tiga rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik perjanjian 
kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan mitra pengendara ? bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK 
Indonesia dengan mitra pengendara ? dan bagaimana tinjauan hukum positif 
terhadap perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan mitra 
pengendara. 
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 
observasi, wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik 
deskriptif dalam menjabarkan data tentang perjanjian kemitraan antara PT. GO-
JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara. Selanjutnya data tersebut dianalisis 
dari perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan teknik kualitatif dalam 
pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai 
rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai akad dan implementasinya 
antara PT. GO-JEK Indonesia dengan mitra pengendara. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kemitraan tersebut 
dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik yang isinya dibuat secara sepihak 
oleh PT. GO-JEK Indonesia. Isi dari perjanjian tersebut dinilai para mitra 
pengendara sangat merugikan karena PT.GO-JEK Indonesia bebas untuk secara 
sepihak menetapkan jumlah bagi hasil, melakukan tindakan suspend, dan 
pemutusan hubungan perjanjian secara sepihak. Menurut hukum Islam perjanjian 
yang diterapkan PT. GO-JEK Indonesia dengan mitra pengendara tidak 
mencerminkan prinsip keseimbangan (tawa>zun) dan secara hukum Islam, 
perjanjian tersebut menjadi fasad. Menurut hukum positif hal tersebut 
diperbolehkan karena para pihak telah memberikan persetujuan akan hal itu. 
Meskipun bertentangan dengan beberapa pasal dalam KUH Perdata, hal tersebut 
diperbolehkan karena pasal tersebut bersifat mengatur/melengkapi yang berarti 
dapat dikesampingkan oleh para pihak. 
 Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada PT. GO-JEK Indonesia 
hendaknya membuat kontrak elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah serta 
tidak melakukan pemutusan perjanjian jika mitra pengendara tidak melakukan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan 
bermasyarakat, yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan antar 
sesama Manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan 
dalam bentuk perjanjian (akad). Manusia tidak akan pernah lepas dari perjanjian 
(akad) dalam kehidupannya. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual 
beli pasti dimulai dengan akad, demikian pula terjadinya sewa-menyewa 
didahului oleh akad. Hal demikian menggambarkan bahwa akad sangat penting 
dalam kehidupan manusia.1  
Perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari 
berkembangnya kerja sama antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis 
dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis bahkan dalam 
praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kontrak atau perjanjian 
tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan 
jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjiakan dalam perjanjian.2 
Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas 
kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang 
dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. 
                                                          
1 Ramli Semmawi, “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Al- Syir’ah, No.2, Vol.8 
(Desember 2010), 1. 
2 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung : CV Mandar Maju, 2012), 1. 



































 Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan 
terjadi melalui negosiasi yang seimbang diantara para pihak. Salah satu pihak 
telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada 
kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak 
memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan 
negosiasi atas suatu syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian 
disebut sebagai perjanjian baku (‘aqd al-iz’an). Hukum Islam mengajarkan bahwa 
kontrak baku itu tetap sifatnya hanya merupakan penyajian atau usulan (‘ard} al-
shuru>t}) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak lainnya (fard} al-
shuru>t}).3 
       Dalam dunia usaha, penggunaan klausul baku ini juga digunakan sebagai 
dasar hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia4 dengan mitra kerjanya. 
Perjanjian kemitraan yang diterapkan PT. GO-JEK. Indonesia dengan mitra 
pengendara dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik 
tersebut terletak di ponsel mitra pengendara yang digunakan untuk meng-install 
aplikasi GO-JEK dan bisa diakses kapanpun selama ponsel tersebut terhubung 
dengan Internet. 
Kontrak elektronik yang dibuat oleh PT. GO-JEK Indonesia memuat 
beberapa pasal kerja sama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan 
                                                          
3 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 12. 
4 GO-JEK merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online yang 
menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi, pesan antar makanan, dan berbagai 
layanan lainnya.  Masyarakat dapat memesan layanan GO-JEK melalui aplikasi yang bersifat 
online. Aplikasi GO-JEK bisa di dapat dari sistem operasional telepon seluler android dan dapat 
diakses via http://GO-JEK.com/app.   



































sama untuk semua mitra kerjannya. Hal yang menarik dalam kontrak elektronik 
tersebut yaitu terdapat beberapa pasal dalam ketentuan perjanjian tersebut yang 
tidak menguntungkan bagi mitra pengendara dan tidak ada ruang bagi mitra 
pengendara untuk melakukan tinjauan, sanggahan dan penawaran sebagai bagian 
dari unsur kesepakatan dalam perjanjian.  
Dalam Q.S. al-Nisa>’: 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan 
harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak 
boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak 
terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang ba>t}il.5 
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي ٱ َنيِ
ذ


















 ۡمُكنِ  م ٖضاََرت"... 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S. al-Nisa>’: 29). 
 
Beberapa contoh klausul perjanjian yang diambil sebagai bahan kajian 
perihal hubungan kerja sama adalah6 
AKAB, sebagai pemilik dari aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya 
sendiri, dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. 
Perubahan atau penambahan atas persyaratan tersebut akan berlaku setelah 
AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan persyaratan tersebut di 
lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang 
sudah ada dalam persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra 
menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas 
Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal 
                                                          
5 Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2013), 36. 
6 Pasal 2 Perjanjian Kemitraan PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara. 



































pengumuman atas perubahan persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju 
untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan. 
 Selain itu dalam ketentuan kontrak elektronik perihal pembayaran oleh 
konsumen yang juga perlu dikaji yaitu,7 
Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat: 
Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari 
Konsumen atas jasa yang disediakan oleh mitra kepada Konsumen untuk 
penggunaaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah 
berdasarkan prosentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen 
(yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan 
sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara 
tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya). 
 
 Dari sebagian contoh ketentuan di dalam kontrak elektronik yang penulis 
kemukakan, terlihat ketidakseimbangan dalam isi perjanjian kontrak tersebut 
menurut mitra pengendara. Dalam ketentuan kontrak, pihak pengelola tidak secara 
tegas dan transparan menuliskan skema bagi hasil yang diterapkan. Selain itu, 
pihak mitra pengendara dituntut untuk harus setuju terhadap segala perubahan isi 
perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola GO-JEK tanpa ada ruang 
sedikitpun dari pihak mitra untuk melakukan sanggahan dan negosiasi. Hal ini 
yang nantinya berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum.  
Pada praktiknya perubahan kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya 
demonstrasi di beberapa Kota yang dilakukan oleh Mitra pengendara. Salah 
satunya  terjadi pada tanggal 3 Oktober 2016 di kantor pusat GO-JEK yang 
berada di Kemang. Dalam selebaran pernyataan Mitra pengendara kepada 
PT.GO-JEK Indonesia para pengendara GO-JEK memberikan Tujuh poin penting 
sebagai tuntutan mereka. Pertama, menuntut dan meminta PT GO-JEK Indonesia 
                                                          
7 Pasal 3.3 dalam Perjanjian Kemitraan PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara. 



































untuk menghapus sistem performa yang menyulitkan driver untuk mencapai 
bonus. Kedua, menuntut PT. GO-JEK Indonesia untuk membuat payung hukum 
yang independent dari keluhan driver. Ketiga, Menuntut PT. GO-JEK Indonesia 
untuk transparansi dalam setiap kebijakan dan sistem yang dibuat PT. GO-JEK 
Indonesia. Keempat, menuntut PT. GO-JEK Indonesia untuk lebih menstabilkan 
sistem menjadi lebih baik (tidak sering eror). Kelima, Menuntut PT. GO-JEK 
Indonesia untuk memberikan kebijakan peraturan yang sewajarnya. Keenam, 
menuntut PT GO-JEK Indonesia untuk menghilangkan sistem Suspend yang 
tidak jelas alasannya. Dan tuntutan yang terakhir saat demonstrasi GO-JEK 
kemarin adalah para pengendara menuntut PT. GO-JEK Indonesia untuk 
memberikan kebijakan tarif yang rasional untuk seluruh driver Indonesia.8 Hal 
serupa juga terjadi di kota Medan9 dan Surabaya.10 
Selain itu beberapa permasalahan yang sering kali dikeluhkan oleh para mitra 
pengendara yaitu terkait kebijakan auto suspend dan putus mitra secara sepihak. 
Pihak GO-JEK bebas untuk melakukan suspend (menutup akses kepada akun) jika 
terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus 
membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar melakukan pelanggaran 
atau tidak. GO-JEK juga memiliki kewenangan untuk memutus hubungan 
perjanjian kemitraan secara sepihak jika terjadi indikasi kecurangan atau 
                                                          
8http://m.metrotvnews.com/news/metro/9K5G1JBb-pt-GO-JEK-diminta-penuhi-tuntuan-driver, 
diakses 17 september 2017 
9http://medan.tribunnews.com/2017/02/10ribuan-driver-geruduk-kantor-GO-JEK-tolak 
penurunan-upah,diakses pada 17 September 2017. 
10http://surabaya.tribunnews.com/2016/08/18/inilah-7-tuntutan-pengendara-GO-JEK-yang-demo-
di-dprd-surabaya, diakses 19 september 2017. 



































pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus memberikan teguran terlebih 
dahulu dan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar 
melakukan pelanggaran atau tidak. Sehingga beberapa mitra pengendara pada 
praktiknya mendapat sanksi tersebut padahal mereka merasa tidak melakukan 
pelanggaran. Ketentuan tersebut tercantum dalam kontrak elektronik yang 
berbunyi:  
GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak 
memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila 
GO-JEK atau AKAB menganggap, dalam diskresi GO-JEK atau AKAB 
sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra 
melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain 
yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GO-JEK ataupun 
AKAB.11 
 
Akses terhadap akun GO-JEK Driver sangat penting bagi mitra pengendara, 
mitra pengendara melakukan perjanjian tersebut bertujuan untuk dapat mengakses 
aplikasi GO-JEK Driver  untuk mencari penumpang melalui aplikasi tersebut.  
Penerapan kontrak elektronik sebagai perjanjian baku yang dibuat sepihak, 
tentunya berpotensi menimbulkan suatu permasalahan hukum dan mendorong 
penulis untuk membahas permasalahan tersebut perspektif hukum Islam dan 
hukum positif. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam 
terkait PT. GO-JEK Indonesia tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan 
hukum positif terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia 
dengan Mitra Pengendara. Hukum perjanjian Islam dirasakan penting oleh 
masyarakat Indonesia khususnya umat Islam karena melalui sistem perjanjian 
yang berdasarkan prinsip syariah, akan melahirkan transaksi yang terbebas dari 
                                                          
11 Pasal 3.2 Perjanjian Kemitraan PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara. 



































unsur perjudian (maysir), ketidakjelasan (gharar), bunga (riba) dan kebatilan atau 
kedzaliman. Dengan demikian melalui hukum perjanjian yang berdasarkan 
prinsip syariah, diharapkan dapat lebih mendatangkan kemanfaatan bagi para 
pihak dan terbebas dari unsur kedzaliman.    
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 
masalah-masalah yang muncul yang bisa dikaji adalah sebagai berikut: 
1. Bentuk perjanjian kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra 
pengendara. 
2. Hubungan hukum dan kedudukan para pihak dalam Perjanjian kemitraan. 
3. Penerapan perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra 
Pengendara. 
4. Keabsahan perjanjian kemitraan tersebut dalam pandangan Hukum Islam. 
5. Kesesuaian perjanjian kemitraan tersebut dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. 
6. Akibat dari perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT.GO-JEK Indonesia 
dengan Mitra Pengendara. 
7. Cara penyelesaian sengketa kontrak jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan 
kontrak. 
Dari Beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi 
penelitian ini hanya pada tiga masalah saja, yaitu : 



































1. Praktik perjanjian kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra 
pengendara. 
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK 
Indonesia dengan Mitra Pengendara. 
3. Tinjauan hukum Positif terhadap perjanjian kemitraan antara PT.GO-JEK 
Indonesia dengan Mitra pengendara. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik perjanian kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia dengan 
Mitra pengendara ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kemitraan antara 
PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra pengendara ? 
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perjanjian kemitraan antara 
PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra pengendara ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan 
topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu sehingga 
diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Dalam penelusuran yang 
penulis lakukan ditemukan beberapa penelitian yang topiknya berkenaan dengan 
PT.GO-JEK Indonesia. 
Petama, Tinjauan asas-asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES) terhadap perubahan perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia -



































Surabaya. Skripsi tersebut ditulis oleh Harri Wardana. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa, akad awal perjanjian kemitraan tersebut telah sesuai 
dengan konsep akad dalam KHES, Akan tetapi, ketika kebijakan sepihak dari 
perusahaan untuk mencicil atribut diberlakukan, hal inilah yang kemudian 
membuat hilangnya asas-asas dalam berakad, tidak terpenuhinya rukun akad 
(kesepakatan para pihak) dengan sempurna, karena adanya ‘aib kesepakatan 
(cacat kehendak), Sehingga membuat hukum akad tersebut tergolong pada akad 
fasa>d.12  
Kedua, Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak 
Cicilan Gadget oleh Pekerja di perusahaan GO-JEK Surabaya. Skripsi tersebut 
ditulis oleh Horidatul Bahiyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 
praktik kontrak cicilan Gadgct Oleh Pekerja Di Perusahaan GO-JEK Surabaya 
tidak sesuai dengan kontraknya. Jika Ditinjau dengan hukum Islam, jual beli 
dengan sistim kredit itu sah, dalam praktik jual belinya tidak ada unsur-unsur 
dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam, 
dan dalam hukum perdata Istilah cicil yang dikenal dalam masyarakat tidak 
selamanya harus diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang 
dimaksud adalah sewa beli.13 
                                                          
12 Harri Wardana, “Tinjauan asas-asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
terhadap perubahan perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia -Surabaya” (Skripsi—Uin 
Sunan Ampel Surabaya, 2016), 99. 
13 Horidatul Bahiyah, “Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak 
Cicilan Gadget oleh Pekerja di perusahaan GO-JEK Surabaya” (Skripsi—Uin Sunan Ampel 
Surabaya, 2016), 81. 



































Ketiga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra 
Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya. Skripsi tersebut ditulis 
oleh Alifiyah Agustina. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi 
akad atribut helm dan jaket yang dikenakan mitra pengendara jika ditinjau 
dengan norma hukum Islam terdapat dua akad di dalamnya yaitu ija>rah dan bay’. 
Mengenai akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan GO-JEK 
Indonesia di Surabaya, dalam hukum Islam termasuk dalam Shirkah abda>n yang 
implementasinya bertentangan dengan hukum Islam, karena mitra pengendara 
tidak memenuhi akad yang telah disepakati karena melakukan wanprestasi.14 
Keempat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-
JEK Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musha>rakah Yang Diterapkan 
Oleh PT GO-JEK Indonesia Cabang Tidar Surabaya. Skripsi yang ditulis oleh 
Niamatus Sholikha. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Praktik jasa 
transportasi online GO-JEK berdasarkan contract drafiting oleh PT. GO-JEK 
Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi GO-JEK yang sudah di 
install dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh driver 
menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam 
perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil.15 
                                                          
14 Alifiyah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra 
Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya” (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 
2017), 81. 
15 Niamatus Sholikha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK 
Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musha>rakah Yang Diterapkan Oleh PT GO-JEK 
Indonesia Cabang Tidar Surabaya”  Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016). 



































Dari penelusuran yang penulis lakukan belum ada yang membahas secara 
menyeluruh tentang isi dari kontrak elektronik yang dibuat PT.GO-JEK 
Indonesia kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan hukum Positif. Sehingga 
dapat diketahui keabsahan perjanjian tersebut.  
 
E. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme perjanjian kemitraan dan 
bagaimana penetapan kebijakan yang ditetapkan PT.GO-JEK Indonesia untuk 
Mitra pengendara. 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keabsahan perjanjian tersebut dalam 
pandangan hukum Islam dan hukum positif. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Kegunaan teoritis 
       Secara toeritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut:  
a. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian-penelitian 
berikutnya. 
b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan pemikiran Hukum Islam, 
khususnya berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai 
perjanjian kemitraan khususnya yang diterapkan oleh perusahaan 
transportasi online. 
 



































2. Kegunaan praktis 
Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut : 
a. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk 
memperluas wawasan dan kepustakaan serta untuk meningkatkan 
keterampilan dan kualitas diri. 
b. Bagi jurusan, hasil penelitian ini dijadikan sebagai sarana untuk evaluasi 
kurikulum yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
c. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi perusahaan agar dapat dipergunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang ada baik untuk 
masa sekarang maupun masa yang akan datang. 
 
G. Definisi Operasional 
Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang 
bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan 
dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung 
spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 
Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah 
sebagai berikut : 
Hukum Islam : Seperangkat aturan yang bersumber dari al-Qur’an, 
al-h}adi>th dan pendapat ahli hukum Islam mengenai 
Hukum Perjanjian. 



































Hukum Positif : Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada 
saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum 
atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui 
pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia 
(ius constitutum). Dalam skripsi ini yang dimaksud 
hukum positif yaitu KUH Perdata. 
Perjanjian Kemitraan : Suatu persetujuan yang berisi klausul-klausul 
tentang hak dan kewajiban tertentu. Dalam skripsi 
ini yang dimaksud Perjanjian kemitraan adalah 
perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam bentuk 
kontrak elektronik yang berada di aplikasi GO-JEK 
Driver. 
 
H. Metode Penelitian  
Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah 
yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah 
tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan 
cara pemecahannya.16  
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) 
dengan pendekatan kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan 
                                                          
16 Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta : Logos, 2001), 1. 



































benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian 
skripsi sebagai berikut. 
 
1. Data yang akan dikumpulkan 
a. Data Primer 
1) Proses pendaftaran untuk menjadi mitra pengendara. 
2) Isi dari perjanjian kemitraan berbentuk kontrak elektronik yang 
diterapkan oleh PT.GO-JEK Indonesia. 
3) Permasalahan yang timbul antara para pihak terkait pelaksanaan 
perjanjian kemitraan. 
 
b. Data sekunder 
1) Data yang berkaitan dengan profil perusahaan yakni PT. GO-JEK 
Indonesia. 
2) Dokumentasi berupa foto terkait dengan perusahaan PT. GO-JEK 
Indonesia. 
 
3. Sumber data 
a. Sumber primer  
1) Pihak Management PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya 
2) Mitra Pengendara PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya. 
 
 



































b. Sumber data sekunder 
Sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak 
langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet, dan 
dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.17 
1) Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu 
2) Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam 
Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. 
3) Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam 
Kontrak Komersial 
4) Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online. 
5) Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. 
6) Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam. 
7) Wiwoho, Keadilan Berkontrak. 
8) Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah. 
9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 
4. Teknik pengumpulan data 
 
a. Interview (wawancara) 
Menurut Kartono, interview atau wawancara adalah proses tanya 
jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua 
orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 
                                                          
17 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62. 



































informasi-informasi atau keterangan.18 Pihak Pertama berfungsi sebagai 
penanya, disebut Interviewer yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua 
berfungsi sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Narasumber pada 
penelitian ini yaitu pihak Management PT. GO-JEK Indonesia dan Mitra 
pengendara PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya. Dengan metode ini 
diharapkan peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam 
sehingga dapat dijadikan data.  
 
b. Observasi atau pengamatan  
Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 
diselidiki.19 Dengan observasi ini, peneliti ingin melihat, mengamati 
sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian atau fenomena dan 
budaya yang terjadi sebagaimana sebenarnya yang terjadi di PT. GO-JEK 
Indonesia Cabang Surabaya. Dalam hal ini penulis mengamati dan 
melakukan praktik secara langsung menjadi Mitra Pengendara PT. GO-
JEK Indonesia. 
 
c. Studi pustaka  
Adalah pengumpulan data dengan menggali bahan pustaka dari 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan 
                                                          
18 Ibid., 83. 
19 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70. 



































pustaka literatur yang akan digali adalah Al-Qur’an, kitab-kitab al-
h}adi>th, dan buku-buku mengenai perjanjian menurut hukum Islam dan 
hukum positif. 
 
5. Teknik pengolahan data  
Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal 
berikut : 
a. Editing, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk 
pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh. 
b. Organizing, yaitu menyusun data-data hasil editing sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.20 
 
6. Teknik analisis data  
Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
analitis dalam menjabarkan data-data tentang perjanjian kemitraan dalam bentuk 
kontrak elektronik antara PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya dengan mitra 
pengendara. 
Untuk tinjauan hukum Islam dan hukum positif-nya menggunakan analisis 
kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan melihat fakta-
fakta umum dengan meletakkan norma hukum Islam dan hukum positif sebagai 
acuan dalam menilai fakta-fakta khusus yang berkaitan dengan perjanjian 
kemitraan. 
                                                          
20 Andi Prastowo, Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian, 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210. 



































I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian ini, maka 
penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Setiap bab 
menimbulkan suatu hubungan antara bab pertama dengan bab selanjutnya, 
sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling menopang. Tiap-tiap bab dibagi 
ke dalam sub-sub yang rinciannya sebagai berikut: 
Bab Pertama, memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan 
penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab yang terdiri dari: 
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, sistematika pembahasan. 
Bab Kedua, berisi konsep perjanjian dalam hukum Islam dan hukum positif 
yang meliputi Pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, subjek dan 
objek perjanjian, syarat sah serta kekuatan berlakunya perjanjian, akibat hokum 
dari suatu perjanjian, perjanjian kemitraan, dan perjanjian berbentuk transaksi 
elektronik. 
Bab ketiga, berisi Perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia  
dengan Mitra pengendara. Beberapa hal yang dibahas antara lain gambaran 
umum tentang PT. GO-JEK Indonesia, hubungan hukum dan kedudukan para 
pihak, proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak, proses penyelesaian jika 
terjadi sengketa, penerapan perjanjian kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia 
dengan mitra pengendara. 



































Bab Empat berisi tentang praktik perjanjian kemitraan, tinjauan hukum 
Islam dan hukum positif terhadap perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK 
Indonesia dengan mitra pengendara 
Bab Lima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang di dalamnya 
memuat kesimpulan ahir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan 
yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran. 
 



































KONSEP PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM 
DAN HUKUM POSITIF 
 
A. Perjanjian Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Akad 
Al-‘Aqd (akad/kontrak) berasal dari kata ‘aqada-ya’qidu-‘aqd[an]; jamaknya 
adalah al-‘uqu<d. secara bahasa al-‘aqd  bermakna al-rabth (ikatan), al-syadd 
(pengokohan), al-taqwiyah (penguatan). Jika dikatakan, ‘aqada al-habla 
(mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, 
mengencangkan dan menguatkan ikatannya.  
Al-‘Aqdu juga bisa bermakna al-‘ahdu (janji) atau al-mi>tsa>q (perjanjian). 
Adapun al-‘uqdah (jamaknya al-‘uqad) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk 
sesuatu yang di ikat. Di dalam al-Qur’an kata ‘aqada disebutkan sebanyak tujuh 
kali dalam tujuh ayat: kata ‘aqada bermakna sumpah (Q.S. al-Nisa>’: 33 dan Q.S. 
al-Ma>’idah: 89) al-‘uqu>d bermakna al-‘ahdu atau janji (Q.S. al-Ma>’idah: 1 dan 
Q.S. T{a>ha>: 27); ‘uqdah bermakna ikatan (Q.S. al-Baqarah: 235, 237) dan al-‘uqad 
bermakna simpul atau buhul (Q.S. al-Falaq: 4). Menurut al-Jashash sumpah 
disebut ‘aqd jika berupa sumpah untuk perkara yang akan datang.21 
Pada awalnya kata ‘aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan 
bangunan, namun kemudian dengan majaz isti’a>rah kata ini juga diterapkan 
untuk selainnya seperti: ‘aqd al-bay’ (akad jual beli), ‘aqd al-‘ahd (akad 
                                                          
21 Saiful Jazil, Fiqh Mu’amalah (Surabaya: UIN SA Press,2014), 63. 



































perjanjian). ‘aqd al-nika>h (akad nikah), dsb. Dalam konteks ini, ‘aqada dimaknai 
sebagai ilza>m (pengharusan) dan iltiza>m (komitmen atau irtiba>th/pertautan).22 
Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu 
secara umum dan secara khusus. Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, 
dan Hanabilah, pengertian akad secara umum yaitu:  
 ِقَلََّطلاَوِءاَر ْب ِْلْاَو ِفْقَوْلاَكٍةَِدرَف ْ نُمٍةَدَارِِبَِرَدَصٌءاَوَس ِهِلْعِف ىَلَعُءْزَمْلا َمَزَعاَم ُّلُك
23 ِنْهَّرلاَو ِلْيِْكوَّ تلاَوِرا َْيِْلْاَو ِعْي َبْلاَكِهِئاَشْنِإ ِفى ِْيْ َتَدَارِإ َلَِإ َجاَتْحِا َْمأ ِْيِْمَيْلاَو 
Artinya: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 
keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu 
yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-
beli, perwakilan, dan gadai.” 
 
Dari definisi yang dikemukakan oleh fuqaha> Malikiyah, Syafi’iyah, dan 
Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup iltizam (kewajiban) 
dan tas}arruf syar’i secara mutlak, baik iltizam  tersebut timbul dari satu orang 
atau dua orang.24 
Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh fuqaha>  
Hanafiah. yaitu: 
 ِ لَحَمْلا ِفى ُُهر ََثُأرَهْظَي ٍهْجَو ىَلَعاًعْرَِشرَخَلأِْبِ ِنْيَدِقاَعْلاِدَحَأ ِمَلََك ُقُّلَع َت.  
Artinya : “Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad 
dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak 
pengaruhnya pada objek.”25 
                                                          
22 Ibid. 
23 Wahbah az-Zuh}aili>, Al-Fiqh Al-Isla>m wa Adillatuhu, juz IV (Damsyik: Da>r Al-Fikr, 1989), 80. 
24 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013), 111. 
25 Rachmat Syafe’i,Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 44.  


































Dari definisi yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan 
yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua 
menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu 
timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Contoh menimbulkan 
iltizam seperti akad jual beli dan ija>rah, memindahkannya seperti akad hiwa>lah, 
mengalihkannya seperti angsuran utang, dan menghentikannya seperti 
membebaskan utang dan mem-fasakh ija>rah sebelum habis masa sewanya. 
Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang 
meknannya saling berkaitan, yaitu kata akad, iltizam, dan tas}arruf. Yang 
dimaksud dengan iltizam adalah setiap tas}arruf (tindakan hukum) yang 
mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalihkan, atau menghentikannya, 
baik tas}arruf tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti wakaf, dan 
pembebasan utang, meupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dan ija>rah. 
Dalam konteks ini, iltizam sama dengan akad dalam pengertian yang umum yang 
telah dikemukakan di atas, tetapi berbeda dengan pengertian khusus. Akad dalam 
pengertian khusus merupakan bagian dari iltizam yang timbul dari dua pihak, 
seperti jual beli dan gadai. Dengan demikian, iltizam lebih umum daripada akad 
dalam arti khusus, karena iltizam mencakup tas}arruf dari satu pihak dak dua 
pihak. Sedangkan pengertian tas}arruf adalah setiap sesuatu yang timbul dari 
seseorang dengan kehendaknya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang 
oleh syara’ dipandang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik untuk 
kepentingan orang tersebut atau bukan. Tas}arruf yang timbul berupa ucapan 
seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf. Sedangkan tas}arruf yang timbul dari 



































perbuatan seperti menguasai benda-benda mubah, perusakan, dan 
pemanfaatannya dengan demikian, istilah tas}arruf  lebih umum daripada akad 
dan iltizam karena ia mencakup ucapan dan perbuatan, iltizam, dan ghair 
iltizam.26 
 
2. Rukun dan Syarat Akad 
Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentukan akad. Hanya 
saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur 
pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad) Menurut ahli-ahli hukum Islam 
kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:  
1. Para pihak yang membuat akad (al-‘aqi>dan);  
2. Pernyataan kehendak para pihak (shi>ghat ‘aqd); 
3. Objek akad (mah}allul ‘aqd); 
4. Tujuan Akad (maudhu’ al-‘aqd).27 
Fuqaha Hanafiah mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha 
diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentukan akad 
dan unsur tersebut hanya ada satu yakni s}ighat al-‘aqd (ijab dan qabul). al-
‘aqidain dan mahal al-‘aqd bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepat 
dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian 
rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia 
bersifat internal (dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkannya. Berdasarkan 
                                                          
26 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah…, 113. 
27 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu’a>malat, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95-96. 


































pengertian ini, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat 
dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan 
qabul. Seoarang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya 
karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari suatu perbuatannya. 
Adapun syarat menurut pengertian Istilah fuqaha dan ushuliyyun adalah 
segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya 
sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (kharijiy). Maksudnya adalah 
tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut. Misalnya kecakapan pihak yang 
berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada 
kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad.28 
Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad, memerlukan syarat-
syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-
syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, 
syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (syuruth al-
in’iqad). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) 
tamyiz, dan berbilang (al-ta’addud). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, 
harus memenuhi syarat (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain 
tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu 
objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) 
dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat 
memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan shara’.29 
 
                                                          
28 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah…, 68-69. 
29 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah…, 97-98. 



































3. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam 
Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis, dan fondasi. 
Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan 
berpikir atatu berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas 
adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, 
bertindak, dan sebagainya. Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila 
dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai 
tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan 
pelaksanaan hukum.30 
Ada beberapa asas kontrak (akad) yang berlaku dalam hukum perdata Islam, 
asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang 
dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak 
terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya 
atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.31 Beberapa asas tersebut antara lain: 
 
a. Asas Ilahiah  
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan 
Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT 
..." َو ۡۚۡمُتنُك اَم َنۡي
َ
أ ۡمُكَعَم َوَُهوٱ َُللّ  ٞيرَِصب َنوُلَمۡعَت اَِمب٤  
 
Artinya: “...Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Hadid: 4) 
 
                                                          
30 Gemala Dewi et al., Hukum Perjanjian Islam…, 30. 
31 Saiful Jazil, Fiqh Mu’amalah…, 65. 


































Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas 
dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab 
akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak 
kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. 
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah 
SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala 
perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
 
b. Asas Kebebasan (al-Hurriyah) 
Menurut Faturrahman Djamil, Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum 
Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Islam 
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. 
Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak, termasuk 
menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Apabila telah 
disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang 
menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, 
kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah 
Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah Islam memberikan 
kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang di 
inginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. 
Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama 
manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini pula 
menghindari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. 



































Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang 
melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap 
meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini antara lain: 
 ا
َ
ل  ِفِ َهاَر
ۡ
ِكإٱ  ِنيِ دل  ََيَََّبت َدقٱ ُدۡشُّرل  َنِمٱ ۡۚ ِ دَغ
ۡ
ل  نَمَف ِ ب ۡرُفَۡكيٱ ِتوُغََّٰطل  ِ ب ۢنِمۡؤُيَوٱ َِللّ  ِدَقَف






لٱ َماَصِفن  َو ۗاََهلٱ َُللّ  ٌمِيلَع ٌعيِمَس٢٥٦  
Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 
maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat 
yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 256) 
 













Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (Q.S. al- 
Maidah: 1) 
 
Dalam bidang muamalat terdapat kaidah fiqh yang berisikan bahwa 
 ِا ُةَحَبَِلْْا ِتَلََماَع
ُ
لما ِفِ ُلْصَلَْااَهِْيْرَْتَ ىَلَع لِْيلَد لُدَي َنا  لْ  
Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya”.32 
 
c. Asas Persamaan atau kesetaraan 
Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki 
kelebihan dari yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT 
                                                          
32 Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). 


































 َوٱ َُللّ  ِفِ ٖضۡعَب َّٰ
َ
َعَل ۡمُكَضۡعَب َلََضفٱ  ِقۡزِ درل"... 
Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam 
hal rezeki...” (Q.S. an-Nahl: 71) 
 
Hal ini menunjukan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang 
lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang 
dimilikinnya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama 
untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak 
menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan 
atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam 
perikatan tersebut. Dalam Q.S. al-Hujura>t: 13 
اَه ُّي
َ
أ  َي ٱ ُسَالن  ۡۚ
ْ




أَو ٖرَكَذ نِ دم مُكََّٰنَۡقلَخ َاِنإ 
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”33 
 
d. Asas Keadilan (al-‘Adalah) 
Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur’an menekankan agar 
manusia menjadikannya sebagai ideal moral. 







Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". (Q.S. al-
‘A’ra>f : 29) 
                                                          
33 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam…,  33. 







































ل  َوٱ ِنََّٰسۡحِ
ۡ
لۡ  ِيذ ِٕي
ااَتيوَإِٱ ََّٰبّۡرُق
ۡ
ل  ِنَع ََّٰهَۡنَيَوٱ ِءا اَشۡحَف
ۡ
ل  َوٱ ِرَكنُم
ۡ
ل 
 َوٱ  ِۡغَ
ۡ
لۡ  
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. (Q.S. an-Nahl: 90) 
 
Pelaksanaan asas ini dalam akad, dimana para pihak yang melakukan akad 
dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, 




ل  َو ْۖ
ْ














لَّ  َدَص ْۖ
ْ




ل ١٧٧  
Artinya: “Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-
orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. 
Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah 
orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 177) 
 
Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduannya tidak 
sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah 
mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dana tau tidak memenuhi kewajiban 






                                                          
34 Mariam Darus Badzrulzaman et al., Kompilasi Hukum Perikatan…, 250. 


































e. Asas Kerelaan (al-Ridha) 
Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak 
harus di dasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para 
pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap 
sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini 
tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang 
batil. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah 
bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika di dalamnya 
terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam 
pernyataan.  Dasar asas ini adalah  





















 ٖضاََرت  ۡۚۡمُكنِ دم  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”(QS. al-Nisa>: 29). 35  
 
f. Asas Kejujuran (Ash-Shidq) 
Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala 
bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini 
tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu 
sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan 
menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam QS. al-Ahzab: 70  
                                                          
35 Saiful Jazil, Fiqh Muamalah…, 66. 
















































Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar.”36 
 
g. Asas Tertulis (al-Kitabah) 
Asas ini menyatakan bahwa setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis. Hal 
ini berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. 
Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan, agar akad yang 
dilakukan benar-benar senantiasa berada dalam kebaikan dan perasaan yang 
nyaman bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga selalu 
disertai dengan saksi-saksi yang dapat dipercaya, rahn atau jaminan (untuk kasus 
tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu. 
Di dalam Islam, ketika seorang subjek hukum hendak membuat suatu akad 
dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat, 
ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan kedalam bentuk tertulis dan juga 
diperlukan kehadiran saksi-saksi, hal demikian sangatlah penting, terutama sekali 
untuk akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.37 
 
4. Macam-Macam Akad 
Menurut Ulama fiqih, akad dapat dibagi dari beberapa segi, apabila dilihat 
dari segi keabsahannya menurut syara’, maka akad dibagi dua, yaitu: 
                                                          
36 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia…, 37. 
37 Hasanuddin Rahman Daengnaja, How to Design Sharia Contract, (Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2016), 144. 


































a. Akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi unsur dan syarat yang telah 
ditetapkan oleh syara’. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad sahih adalah 
akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya. 
b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada unsur dan 
syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. 
Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid 
termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid 
dan batal.38 
Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang 
tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima 
hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang 
menjadikannya dilarang syara’. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi 
menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenannya 
tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.39 
Adapun akad fasid adalah akad yang dilakukan oleh orang-oranag yang 
memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, 
tetapi padannya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara’. Dalam hal ini kedua 
beleh pihak dapat meminta fasakh.  
Menurut fuqaha mazhab Hanafi, pembagian akad tidak sah menjadi akad 
batal dan rusak itu tidak berlaku untuk segala macam akad, tetapi hanya dalam 
akad untuk memindahkan hak milik / akad kebendaan yang mengakibatkan 
                                                          
38 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah…, 66.  
39 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII 
Press, 2000), 114 



































kewajiban timbal balik antara pihak-pihak yang berakad. Adapaun akad bukan 
kebendaan, seperti perwakilan, perwalian dan sebagainya, demikian pula akad 
kebendaan yang tidak menimbulkan kewajiban timbal balik, seperti pinjam 
meminjam, titipan dan sebagainya; demikian pula tindakan-tindakan sepihak 
seperti wakaf, pengakuan dan sebagainya, tidak dibedakan antara yang batal dan 
yang rusak.40 
 
5. Akhir Akad  
Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya 
izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). 
Akad dengan pembatalan tekadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada 
masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti 
pembatalan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 
lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan. Pada akad ghair 
lazim, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, 
seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang ghair lazim 
pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang yang 
menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan 
orang yang menggadaikan barang. 
                                                          
40 Ibid.,115-116 


































Adapun pembatalan pada akad lazim, terjadi ketika akad rusak, adanya 




1. Pengertian Shirkah 
Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip Maulana Hasanudin Pengertian 
Shirkah Secara bahasa berarti penggabungan atau percampuran (al-ikhtila>t}). 
Menurut ulama Hanafiah, Shirkah secara istilah adalah penggabungan harta 
dan/atau keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa 
keuntungan atau kerugian dibagi bersama.42 
 
2. Dasar Hukum Shirkah 
Dasar kelegalan Shirkah adalah cerita orang terdahulu yaitu cerita Nabi 
Dawud yang diceritakan dalam Q.S. Sha>d: 24 : 















 ۗۡمُه اَم ٞلِيلَقَو 
Artinya:“Dan sungguh kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian 
mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.”  
 
Dalam ayat ini ditafsirkan ulama’ maksud khulato’ adalah orang-orang yang 
bersekutu. Orang-orang yang bersekutu itu membohongi bagian yang lain ke 
                                                          
41 Rachmat Syafe’i. Fiqh Muamalah…, 70. 
42 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musharakah, (Jakarta: Kencana, 
2012), 19. 



































sebagian yang lainnya kecuali orang yang beriman dan beramal sholih. Ini terjadi 
pada masa Nabi Dawud As, maka praktik Shirkah pada ayat ini adalah termasuk 
syar’u man qoblana ini juga ditetapkan sampai sekarang, karena dipertegas 





ااُونَكَ ِنَإف ََثۡك  ِفِ ُء
ا
َكَ َُشُ ۡمُهَف َِكلَّٰ َذ نِمٱ ِثُلُّلث  
Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”43 
 
Di samping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW dalam 
sebuah hadis qudsi yang membolehkan akad Shirkah: 
 ْنَع ُدَحَأ ْنَُي َْلَاَم،ِْيَْكِْيرَّشلا ُثِلَثََنََأ:ُلْوُق َي َالله َّنِإ:َلَاق ُهَع َفَر،َةَر ْيَرُه ِْبَِأ َاُهُ اَص 
،ُهَبِح اَمِهِنْي َب ْنِم ُتْجَرَخ َُهناَخاَذَِإف  
Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: 
Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang 
yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. 
Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari 
antara keduanya.” (HR. Abu Dawud).44  
 
 
3. Macam-Macam Shirkah 




                                                          
43 Dewi Masithoh, et al, Metodologi Ayatul Ahkam: Paradigma Konsep Fiqh dalam Kajian 
Ayatul Ahkam, (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 225. 
44 Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstani, Sunan Abu Dawud, Juz 3, (Beirut: Da>r Al-
Fikr, t.t), 256. 


































a. Shirkah Milk 
Shirkah milk menurut ulama Hanafiyah, shirkah al-ma>l menurut ulama 
Hanabilah, shirkah al-irtsi, al-ghanimah, shirkah al-mubta’ain menurut ulama 
Malikiyah adalah suatu redaksi yang menunjukan kepemilikan dua orang atau 
lebih terhadap suatu benda dengan tidak melalui akad shirkah. 
Kemudian Shirkah milk, terbagi ke dalam dua bentuk yaitu: 
1) Shirkah ijbary adalah dua orang atau lebih berkumpul dalam menerima 
kepemilikan harta bukan atas kehendaknya sendiri (al-qahr). 
2) Shirkah al-ikhtiariyah adalah dua orang atau lebih berkumpul untuk memiliki 
suatu benda tertentu atas dasar kebebasan kehendak para pihak.45 
 
b. Shirkah ‘Uqu>d 
Shirkah ‘uqu>d menurut ulama Hanabilah adalah dua orang atau lebih 
berserikat dalam melakukan aktivitas usaha. shirkah ‘uqu>d ini terbagi menjadi 
lima bagian, yaitu ‘ina>n, wuju>h, abda>n, mufa>wad{ah dan mudharabah. Adapun 
shirkah ‘uqu>d menurut ulama Hanafiyah terbagi kepada tiga bentuk, yaitu 
shirkah al-ma>l, shirkah abda>n, dan shirkah wuju>h. ketiga bentuk shirkah tersebut 
masing-masing terbagi kepada dua bagian, yaitu mufa>wad{ah dan ‘ina>n, sehingga 
hasilnya terdapat enam bentuk shirkah, yaitu shirkah al-mufa>wad{ah fi al-ma>l, 
shirkah al’ina>n fi al-ma>l. shirkah al-mufa>wad{ah fi al-abda>n, shirkah al-‘ina>n fi al-
abda>n, shirkah al-mufa>wad{ah fi al-wuju>h dan shirkah al-‘ina>n fi al-wuju>h.46 
                                                          
45 Saiful Jazil, Fiqh Muamalah..., 143-144 
46 Ibid, 145. 



































1) Shirkah ‘ina>n, yaitu shirkah antara dua orang atau beberapa orang mengenai 
harta, baik mengenai modalnya, pengelolannya ataupun keuntungannya. 
Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi 
adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. 
2) Shirkah mufa>wad{ah, yaitu shirkah antara dua orang atau lebih mengenai 
harta, baik mengenai modal, pekerjaan ataupun tanggung jawab, maupun 
mengenai hasil atau keuntungan. 
3) Shirkah wuju>h, yakni shirkah antara dua orang atau lebih yang memiliki 
reputasi dan tingkat professional yang baik mengenai sesuatu 
pekerjaan/bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit dan 
menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. 
4) Shirkah a’ma>l, yaitu shirkah antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk 
menerima pekerjaan bersama-sama dan membagi untung bersama 
berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.47 
 
4. Sebab-Sebab yang Membatalkan Shirkah 
a. Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan 
akad shirkah merupakan akad yang ja>iz dan ghair la>zim, sehingga 
memungkinkan untuk di fasakh. 
b. Meninggalnya salah seorang anggota serikat. 
c. Murtadnya salah seorang anggota serikat. 
                                                          
47 Ibid, 146. 


































d. Gilanya peserta yang terus-menerus, karena gila menghilangkan status 
wakil dari waka>lah, sedangkan shirkah mengandung unsur waka>lah.48 
 
C. Perjanjian Menurut Hukum Positif 
1. Peristilahan dan Makna Kontrak atau Perjanjian 
Dalam Praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami 
secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut 
seolah merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek menggunakan 
Istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama. Hal ini secara 
jelas dapat disimak dari judul buku III titel Kedua Tentang “Perikatan-Perikatan 
yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa 
Belanda), yaitu: “Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren 
worden”.49 
Peter Mahmud Marzuki memberikan argumentasi kritis mengenai 
penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan 
terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem Anglo-American. 
Sistematika Buku III tentang Verbintenissenrecht (Hukum Perikatan) mengatur 
mengenai overeenkomst yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 
contract. Di dalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada 
Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa 
                                                          
48 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat.., 363-364. 
49 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 13. 
 



































perjanjian memang berkaitan dengan masalah harta kekayaan (Vermogen). 
Pengertian perjanjian ini mirip dengan contract pada konsep Anglo-American 
yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir Anglo-American, 
perjanjian yang bahasa Belanda-Nya overeenkomst dalam bahasa Inggris disebut 
agreement yang mempunyai pengertian lebih luas dari contract, karena mencakup 
hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk agreement yang 
berkaitan dengan bisnis disebut contract, sedangkan untuk yang tidak terkait 
dengan bisnis hanya disebut agreement.50 
Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa pengertian antara kontrak dan 
perjanjian adalah sama. Hal ini disebabkan pada perspektif Burgerlijk Wetboek, 
di mana antara perjanjian atau persetujuan (overeenkomst) mempunyai 
pengertian yang sama dengan kontrak (contract). Selain itu, dalam praktik kedua 
istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misal: perjanjian 
waralaba, perjanjian kerja sama, kontrak kerjasama, kontrak kerja kontruksi. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini kedua istilah tersebut akan digunakan 
bersama-sama, hal ini bukan berarti menunjukkan adanya inkonsistensi 
penggunaan istilah, namum semata-mata untuk memudahkan pemahaman 
terhadap rangkaian kalimat yang disusun.51 
 Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian (atau disebut pula sebagai 
persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
                                                          
50 Ibid., 14-15. 
51 Ibid., 15. 


































mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.52 Menurut Setiawan, 
rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sagat luas. Tidak lengkap 
karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan 
digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan 
perbuatan melawan hukum.  
 
2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian 
Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang 
membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh 
para pihak tersebut. Sah atau tidaknya suatu kontrak dapat dipastikan dengan 
mengujinya menggunakan instrument hukum yang terkonkritisasi dalam wujud 
syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam 
buku III KUH Perdata, yaitu:  
(a) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata; 
(b) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur di luar Pasal 1320 KUH 
Perdata.53 
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah 
yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata :  
 
 
                                                          
52 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online…, 52. 
53 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, 
Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 
2016), 110. 



































1) Kesepakatan atau persetujuan Para Pihak; 
Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian 
harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang 
diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh 
pihak yang lain. 
2) Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu perjanjian; 
Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada 
asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap 
menurut hukum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata jo. 330 KUH Perdata 
yang dimaksud cakap menurut hukum adalah mereka yang telah  berumur 21 
tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin. 
3) Suatu hal tertentu; 
Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis 
benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau 
sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian 
dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak 
perlu untuk disebutkan.54 
4) Suatu sebab yang halal; 
Terkait dengan pengertian sebab yang halal beberapa sarjana 
mengajukan pemikirannya, antara lain H.F.A. Vollmar dan Wirjono 
Prodjodikoro, yang memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud 
                                                          
54 Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), 26. 


































atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa sebab 
adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi 
dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.55  
Selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat lain 
yang mengatur sahnya suatu perjanjian diantaranya pasal 1338 (ayat 3) dan 
1339 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: 
1) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. 
2) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan 
3) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan 
4) Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap yang 
bersifat hukum memaksa). 
5) Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.56 
 
3. Asas Perjanjian 
 
a. Asas Konsensualitas 
Perjanjian itu lahir atau terjadi atau timbul, berlaku sejak saat tercapainnya 
kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adannya formalitas tertentu. Asas 
ini disimpulkan dari kata “Perjanjian yang dibuat secara sah” dalam pasal 1338 
ayat (1) jo pasal 1320 Angka (1) KUH Perdata. Oleh karena dalam pasal tersebut 
tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah 
tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam 
                                                          
55 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian.., 194. 
56 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 185-186. 



































arti mengikat para pihak, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal 
yang pokok atau hal yang menjadi obyek perjanjian itu. Dalam memuat kontrak 
pada umumnya para pihak tidak terikat pada bentuk tertentu. Kontrak dapat 
dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis secara yuridis hanya 
dimaksudkan untuk alat bukti tentang terjadinnya perjanjian tersebut.57 
 
b. Asas Kebebasan berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak merupakan otonomi para pihak, sebagai 
penjabaran dari Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka (optional 
law). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata: “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya”. Dengan menekankan pada kata “Semua”, maka pasal ini 
seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita 
diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang 
apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai 
undang-undang.58  
Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum 
perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut : 
a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 
b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 
perjanjian 
                                                          
57 Ibid 
58 Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, 
Mazahib, No.1 Vol XIV (Juni 2015), 91. 


































c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang 
akan dibuatnya. 
d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. 
e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian 
f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang 
yang bersifat opsional.59 
 
c. Asas Pacta Sunt Servanda 
Asas ini dapat disimpulkan dari kata “berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya” dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Para pihak 
harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian 
tersebut merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan 
oleh Pasal 1338 ayat (2): perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 
dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas ini sering disebut asas 
kepastian hukum. 
 
d. Asas Itikad Baik 
Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik ini, 
terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-
persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.60 Ketentuan Pasal 1338 ayat 
(3) KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi 
                                                          
59 Wiwoho, Keadilan Berkontrak, (Jakarta: Penaku, 2017), 159. 
60 Ibid., 91-92. 



































pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan 
dan keadilan.61 
Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad 
baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan 
sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin 
seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat 
membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan. 
Itikad baik dalam segi objektif, berarti kepatutan, yang berhubungan dengan 
pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan 
kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 
Dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi 
standart, fungsi menambah, dan fungsi membatasi. Fungsi standart berarti semua 
kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi menambah berarti 
Hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Fungsi membatasi 
dan meniadakan berarti hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi 






                                                          
61 Otto Cornelis Kaligis, Kontrak Bisnis Teori dan Praktik Jilid 1, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), 
6. 
62 Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan… ”, 92. 


































e. Asas Proporsionalitas 
Asas Proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari 
pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam 
seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak 
dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada 
fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas 
proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan 
para pihak.63 
(1) Dalam tahap pra-kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang 
negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban 
secara fair. Oleh karena itu, tidak proporsional dan harus ditolak proses 
negosiasi dengan itikad buruk 
(2) Dalam pembentukan kontrak, asas proporsionalitas menjamin kesetaraan 
hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan 
kewajiban para pihak berlangsung secara fair; 
(3) Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menjaminterwujudnya 
distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang 
disepakati/dibebankan pada para pihak; 
(4)  Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus 
dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat 
fundamental sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak 
atau sekedar hal-hal yang sederhana /kesalahan kecil. Oleh karena itu, 
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pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan dalil 
kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi 
penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul 
kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu 
pihak dengan merugikan pihak lain; 
(5) Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas 
menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus 
dibagi menurut pertimbangan yang fair.64 
Asas Proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) 
hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan 
kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut.65 
 
4. Unsur Perjanjian 
Terkait isi kontrak, kepustakaan hukum kontrak membaginya dalam beberapa 
unsur yaitu: 
a. Unsur Esensialia, merupakan unsur-unsur pokok di dalam suatu kontrak 
yang mutlak harus ada, yang tanpa itu kesepakatan tidak mungkin ada, 
misalnya harga barang merupakan unsur essentialia dalam kontrak jual 
beli. 
b. Unsur Naturalia, merupakan unsur-unsur yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, yaitu unsur yang 
                                                          
64 Ibid.,101-102. 
65 Ibid., 89. 


































dianggap telah ada dalam kontrak sekalipun para pihak tidak menentukan 
secara tegas dalam kontrak, seperti menjamin tidak ada cacat dalam 
benda yang dijual (Vrijwaring). 
c. Unsur Accidentalia, merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak 
dalam hal undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya seperti Jual beli 
rumah beserta perabotanya.66 
Mariam Darus Badrulzaman mengelompokan ketiga unsur tersebut menjadi 
begian inti (wezenlijk oordeel) dan bagian yang bukan inti (non wezenlijk 
oordeel). Esensialia merupakan bagian inti, bagian non inti terdiri dari naturalia 
dan aksidentialia.67 
Untuk mengetahui sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari 
hubungan kontraktual, Niewenhuis menekankan pada dua aspek utama, yaitu : 
a. Interprestasi (penafsiran; uitleg) terhadap sifat serta luas-nya hak dan 
kewajiban kontraktual. Mengenai interprestasi ini KUH Perdata telah 
memberikan rambu-rambu penerapannya melalui pasal 1342 sampai 
dengan Pasal 1351 KUH Perdata; 
b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat serta luas-nya hak dan 
kewajiban kontraktual, meliputi: 
1) Faktor otonom (terkait daya mengikatnya kontrak); 
2) Faktor heteronom (faktor-faktor yang berasal dari luar para pihak), 
terdiri dari: 
                                                          
66 Lukman Santoso AZ, Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja 
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67 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
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b) Kebiasaan (gebruik) 
c) Syarat yang biasa diperjanjikan 
d) Kepatutan 
Apabila dicermati pemikiran Niewenhuis di atas, terkait sifat serta luasnya 
hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, yang memberikan 
penekanan pada dua aspek utama (interprestasi serta faktor otonom dan 
heteronom), sebenarnya dapat ditelusuri dari sumber Pasal 1339 KUH Perdata 
yang menyatakan bahwa, “Kontrak tidak hanya hal-hal yang secara tegas 
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 
kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.” 
Rumusan Pasal 1339 KUH Perdata tegas mengatur bahwa selain keterikatan 
kontraktual bersumber dari apa yang telah disepakati oleh para pihak (faktor 
otonom), juga perlu diperhatikan faktor-faktor lain (faktor heteronom). Hal ini 
mengingat kontrak yang dibuat para pihak kadang kala hanya mengatur hal-hal 
yang bersifat pokok, sehingga ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan 
kontrak telah di antisipasi melalui penerapan faktor heteronom.68 
 
5. Pelaksanaan kewajiban Kontraktual 
Terkait dengan prestasi yang menjadi pokok kontrak, Pasal 1324 KUH 
Perdata menyebutkan bahwa wujud prestasi meliputi tiga hal, yaitu: 
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a. Memberikan sesuatu, perikatan dengan prestasi untuk memberikan 
sesuatu apabila prestasi tersebut berwujud menyerahkan suatu barang 
atau memberikan kenikmatan atas suatu benda (Contoh: Kontrak jual 
beli; Kontrak sewa menyewa). 
b. Berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan 
menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda 
(Contoh: Kontrak pemborongan; Kontrak jasa kontruksi), atau 
c. Tidak berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk tidak melakukan sesuatu 
perbuatan tertentu (Contoh: dalam klausul kontrak distribusi ada syarat 
bagi pihak distributor untuk tidak memasarkan produk “X” di wilayah 
Jawa Timur).69 
 
6. Ingkar Janji (Wanprestasi) 
Wujud dari tidak memenuhi perikatan ada tiga macam, yaitu  
a) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, 
b) Debitur terlambat memenuhi perikatan 
c) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.70 
 
7. Pernyataan Lalai (Ingebreke Stelling) 
Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang 
menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam 
keadaan lalai. Pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai kepada 
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suatu fase, di mana debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi). Hal ini dapat 
dibaca dalam pasal 1243 KUH PERDATA yang mengatakan: 
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai 
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah 
dilampauinya”. 
 
Pasal 1238 KUH Perdata mengatur cara pemberitahuan itu dilakukan.71 
 
8. Ganti Rugi (Schadevergoeding) 
Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata, anasir-anasir 
dari ganti rugi ialah biaya, rugi dan bunga. 
a. Pengertian Rugi (schade) 
Apabila undang-undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud adalah 
sebagai berikut kerugian nyata (feitelijknadee) yang dapat diduga atau 
diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat 
ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara 
keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan 
seandainya tidak terjadi ingkar janji. 
b. Hubungan sebab akibat (kausal) 
Pada umumnya debitur hanya memberikan ganti rugi kalau kerugian itu 
mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji, dengan perkataan 
lain antara ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat 
(kausal). Hal ini disebutkan dalam Pasal 1248 KUH Perdata: 
                                                          
71 Ibid. 


































“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu 
daya debitur, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai 
kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang 
baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari 
tidak dipenuhinya perikatan”.72 
 
 
9. Kebatalan atau Pembatalan Kontrak 
Kebatalan dan pembatalan kontrak yang diatur dalam pasal 1446 sampai 
dengan Pasal 1456 KUH Perdata mempunyai keterkaitan sistematikal dengan 
Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya 
suatu kontrak. Pasal 1446 KUH Perdata memuat kata-kata “batal demi hukum”, 
namun jika ditafsirkan dalam hubungannya dengan pasal 1449 dan Pasal 1320 
KUH Perdata, maka yang dimaksudkan sebenarnya adalah “dapat dibatalkan”. 
Suatu kontrak dapat dibatalkan, jika syarat subjektif tidak dipenuhi, artinya para 
pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak menggunakan hak 
untuk membatalkan. Jika para pihak tidak membatalkan, maka kontrak tetap sah. 
Suatu kontrak yang dibatalkan berakibat hukum perikatan yang timbul dari 
kontrak itu dikembalikan pada keadaan semula sebagaimana ditentukan dalam 
pasal 1451 KUH Perdata. Selanjutnya, pihak yang menuntut pembatalan kontrak 
tersebut, menurut ketentuan Pasal 1452 KUH Perdata, dapat pula menuntut 
penggantian biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan yang sah untuk itu. Jadi, 




                                                          
72 Ibid., 21-22. 
73 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak…,434. 



































a. Proses Hukum Kebatalan atau Pembatalan 
Kontrak yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali, dalam arti 
dibatalkan secara sepihak, melainkan harus memperoleh pihak lainnya, sehingga 
harus diperjanjikan lagi. Namun demikian, untuk kontrak-kontrak tertentu dapat 
ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak jika ada alasan-alasan yang 
diberikan oleh undang-undang, antara lain: 
1) Kontrak yang bersifat terus-menerus, menurut Pasal 1571 KUH Perdata, 
dapat dihentikan secara sepihak, misalnya kontrak sewa-menyewa yang 
dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan memberitahukan 
kepada penyewa; 
2) Kontrak sewa-menyewa rumah setelah berakhir waktu sewa seperti yang 
ditentukan dalam kontrak, penyewa tetap menguasai rumah tersebut 
tanpa ada teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa 
dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa-
menyewa dengan syarat-syarat yang sama waktu yang ditentukan 
menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa-
menyewa tersebut, menurut Pasal 1587 KUH Perdata, ia harus 
memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat; 
3) Kontrak pemberian kuasa, menurut Pasal 1814 KUH Perdata, penerima 
kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya degan 
memberitahukan kepada pemberi kuasa. 


































Menurut Pasal 1446 KUH Perdata, jika ada satu pihak yang akan 
membatalkan kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka proses 
hukumnya adalah: 
1) Secara aktif, dalam arti mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan 
negeri; 
2) Secara pasif, dalam arti menunggu pihak lawan dalam kontrak 
mengajukan gugatan pembatalan di pengadilan negeri dan di pengadilan 
negeri yang sama memberikan jawaban atau melakukan gugatan balik 
(gugatan rekonpensi) dengan menunjukkan kelemahan atau kekurangan 
dalam kontrak agar kontrak dibatalkan oleh pengadilan negeri. 
Kemudian, Pasal 1449 KUH Perdata memuat ketentuan imperative bahwa 
kontrak yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, dan penipuan menerbitkan 
suatu tuntutan membatalkannya. Akibat hukum dari batalnya kontrak 
berdasarkan ketiga alasan di atas, adalah benda/barang dan orang-orangnya 
dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum kontrak dibuat. 
Untuk proses hukum secara pasif, yaitu memberikan jawaban atas gugatan 
pembatalan atau melakukan gugatan balik ke pengadilan negeri, KUH Perdata 
tidak mengatur batas waktunya. Sebaliknya, untuk proses hukum secara aktif, 
yaitu mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan negeri, KUH Perdata telah 




                                                          
74 Ibid., 434-436. 



































b. Akibat Hukum Kebatalan atau Pembatalan 
Kontrak yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para 
pihak harus mentaati kontrak tersebut sama dengan undang-undang. Jika ada 
pihak yang melanggar kontrak, maka dia dianggap sama dengan melanggar 
undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu, yakni sanksi hukum. 
Jadi, siapapun yang melanggar kontrak, dia akan mendapat hukuman seperti yang 
telah diterapkan dalam undang-undang. Kontrak mempunyai kekuatan mengikat 
dan memaksa, dalam perkara perdata hukuman bagi pelanggar kontrak 
ditetapkan oleh Hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak 
lainnya, menurut undang-undang, pihak yang melanggar kontrak itu diharuskan 
membayar ganti kerugian (vide Pasal 1243 KUH Perdata), kontraknya dapat 
diputuskan (outbinding, vide Pasal 1266 KUH Perdata), menanggung beban 
resiko (vide Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata), membayar biaya perkara itu jika 
sampai diperkarakan di pengadilan. (vide Pasal 181 ayat (1) HIR). 
Jika Syarat Objektif tidak dipenuhi, maka kontrak itu batal demi hukum, 
artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada 
perikatan yang ditimbulkan. Karena sejak semula dianggap tidak pernah ada 
kontrak, maka logika hukumnya tidak akan ada kontrak yang diakhiri atau 
dihapuskan. 
Suatu kontrak dibatalkan karena syarat subjektif dan syarat objektif dalam 
kontrak tidak dipenuhi atau karena dibatalkan satu pihak karena wanprestasi 
menimbulkan akibat-akibat hukum, sebagai berikut: 


































1) Hak dan kewajiban para pihak kembali ke keadaan semula seperti 
sebelum adanya kontrak (vide Pasal 1451 KUH Perdata) 
2) Hak-hak yang telah dinikmati oleh para pihak harus dikembalikan. (vide 
Pasal 1452 KUH Perdata.75 
Akibat hukum lebih lanjut dari efek atau daya kerja pembatalan, jika setelah 
pembatalan satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang lain 
dapat mengajukan gugatan revindikasi berdasarkan Pasal 574 KUH Perdata 
untuk pengembalian benda/barang miliknya, atau gugatan perorangan atas dasar 
pembayaran yang tidak terutang berdasarkan Pasal 1359 KUH Perdata. 
Secara umum, pembatalan akan berakibat hukum terhadap seluruh kontrak 
yang dibatalkan. Pembatalan atas sebagian kontrak atau pembatalan fragmential 
dapat dilakukan jika bagian dari perbuatan hukum kontraktual tidak berkaitan 
dengan unsur esensialia kontrak. Jadi, bagian dari isi serta maksud dan tujuan 
dari perbuatan hukum kontraktual yang dibatalkan itu tidak berkaitan langsung 
dengan bagian dari perbuatan hukum kontraktual lainnya.76 
Menurut Herlien Budiono, pembatalan sebagian dapat terjadi karena satu 
diantara beberapa klausula dalam kontrak tidak sah, tanpa menggangu kontrak 
secara keseluruhan, dengan alasan terbuka kemungkinan para pihak masih 
menginginkan agar kontrak tetap dilaksanakan dengan menyampingkan klausula 
yang tidak sah tersebut. Pembatalan sebagian hanya tepat untuk pembatalan atas 
bagian kontrak atau klausula kontrak yang tidak bersifat vital atau esensial. 
                                                          
75 Ibid., 436-437 
76 Ibid. 



































Lebih lanjut, herlien budiono menjelaskan bahwa inti dari pembatalan 
sebagian adalah setelah “dipisahkannya” bagian yang batal, maka dengan 
mengingat sifat dan tujuan perbuatan hukum (kontrak) “masih sama” 
mengikatnya. Untuk keperluan pembatalan sebagian, hakim harus menentukan 
mengenai batalnya sebagian dan “masih semanya” kontrak tersebut. Misalnya, 
dalam suatu kontrak alternatif di mana salah satu alternatifnya ternyata tidak 
sah, maka dari penjelasan menurut sifat kontrak di atas, haruslah dapat 
ditentukan apakah kontrak alternatif yang lainnya dapat atau tidak diteruskan.77  
 
c. Berlakunya Syarat Batal dan Syarat Putus terhadap Perjanjian 
Berakhirnya suatu perikatan yang bersumber dari kontrak karena berlakunya 
suatu syarat batal atau syarat putus dapat dipahami dalam hubungannya dengan 
perikatan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUH Perdata, yaitu 
suatu perikatan yang timbulnya atau berakhirnya digantungkan pada suatu 
peristiwa yang akan datang dan peristiwa itu masih belum terjadi. Suatu 
perikatan yang timbulnya digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang 
akan datang disebut “perikatan dengan syarat tangguh”, sedangkan suatu 
perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan pada terjadinya suatu 
peristiwa disebut “perikatan degan syarat batal”. 
Menurut Pasal 1265 KUH Perdata, jika syarat putus menurut Pasal 1266 ayat 
(1) KUH Perdata dianggap selalu dicantumkan dalam kontrak timbal balik. Jika 
                                                          
77 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 
(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009), 210-211. 


































satu di antara dua pihak tidak memenuhi kewajiban hukum kontraktualnya, 
dianggap syarat yang diperjanjikan dipenuhi. Keadaan kontrak yang demikian itu 
menurut Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata tidak putus demi hukum, tetapi 
pemutusan harus dimintakan kepada hakim di pengadilan.  
Penyampingan Pasal 1266 yang lazim dinyatakan oleh para pihak dalam 
kontrak tidak dibenarkan menurut hukum, karena Pasal 1266 KUH Perdata 
adalah norma hukum yang bersifat memaksa.78 
Menurut Agus Yudha Hernoko, rumusan normatif Pasal 1266 KUH Perdata 
itu sendiri, yang menentukan 3 (tiga) syarat untuk berhasilnya pemutusan 
kontrak, yaitu: 
(1) Harus ada kontrak timbal balik; 
(2) Harus ada wanprestasi, untuk itu sebelum satu pihak (yang berhak atas 
prestasi) menuntut pemutusan kontrak, pihak lainnya (yang wajib 
melaksanakan prestasi) harus dinyatakan lalai; 
(3) Harus berdasarkan pada putusan hakim, sesuai dengan rumusan: 
“…pemutusan harus dimintakan kepada pengadilan..”. Kata “harus” 
dalam Pasal 1266 KUH Perdata ditafsirkan sebagai norma hukum yang 
bersifat memaksa dan karenanya tidak boleh disampingi oleh para pihak 
melalui (klausula) kontrak mereka. Putusan hakim dalam hal ini bersifat 
konstitutif, artinya putusnya kontrak itu diakibatkan oleh putusan hakim, 
bukan bersifat deklaratif (kontrak putus karena adanya wanprestasi, 
                                                          
78 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak…, 438-440. 



































sedang putusan hakim sekedar menyatakan saja bahwa kontrak telah 
putus), dengan argumentasi: 
(a) Alasan historis (sejarah), bahwa menurut Pasal 1266 KUH Perdata, 
putusnya kontrak terjadi karena putusan hakim; 
(b) Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata, menyatakan dengan tegas bahwa 
wanprestasi tidak demi hukum memutuskan kontrak; 
(c) Hakim berwenang memberikan tenggang waktu bagi pihak yang 
dinyatakan telah melakukan wanprestasi untuk memenuhi prestasi 
kepada pihak lainnya yang berhak untuk menerima prestasi), dan ini 
berarti bahwa kontrak belum putus; 
(d) Pihak yang berhak menerima prestasi masih mungkin untuk menuntut 
pemenuhan prestasi dari pihak lainnya.79 
Pemutusan kontrak yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata tentu saja 
berbeda dengan pembatalan kontrak yang diatur dala 1446 – 1456 KUH Perdata. 
Pemutusan kontrak adalah akibat hukum lebih lanjut dari peristiwa hukum yang 
terjadi dalam pelaksanaan suatu  kontrak yang telah sah dan mengikat secara 
yuridikal bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Peristiwa hukum yang 
terjadi dimaksud bersifat melanggar kewajiban hukum kontraktual atau 
melanggar prestasi yang diperjanjiakan dalam kontrak, sehingga mengakibatkan 
kegagalan kontrak yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Menurut Agus 
                                                          
79 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian..., 301-302. 


































Yudha Hernoko, pemutusan kontrak yang disebabkan pelanggaran kewajiban 
kontraktual, harus berlandaskan pada alasan yang wajar dan patut. 
Adapun pembatalan kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak 
dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu kontrak, baik syarat subjektif maupun 
syarat objektif.80 
 
D. Perjanjian Kemitraan 
1. Definisi 
Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu 
partner contract, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan 
samenwerkingsovereenkomts.81 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Perjanjian kemitraan dapat dipahami dengan mengartikan kata per kata, yaitu 
kata “Perjanjian” dan kata “Kemitraan”. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) 
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati 
apa yang tersebut dalam persetujuan itu.82 Selanjutnya, pengertian dari 
“Kemitraan” adalah perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) 
sebagai mitra, dengan kata “mitra” sendiri diartikan sebagai teman,sahabat, 
kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan.83   
                                                          
80 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak…, 442. 
81 Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat, (Jakarta : 
Sinar Grafika 2014), 118. 
82 Hasan Alwi et al., Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 
458. 
83 Ibid., 749. 



































Secara Yuridis, Pengertian atas kemitraan terdapat dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah. Dalam undang-Undang Tersebut Kemitraan dipahami sebagai kerja 
sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar 
prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan 
yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.  
Berdasarkan dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian 
kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang 
berisi klausul-klausul tentang hak dan kewajiban tertentu, yang dibuat 
berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan 
 
2. Pola Kemitraan 
Pola Kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam 
kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. 
Pola Kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang akan dimitrakan. 
Pola kemitraan telah ditentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 




4. Perdagangan umum 
5. Distribusi dan keagenan 


































6. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: 
a. Bagi hasil 
b. Kerja sama operasional 
c. Usaha patungan (joint venture);dan 
d. Penyumberluaran (outsourching).84 
 
E. Perjanjian Berbentuk Transaksi Elektronik 
Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 memberikan definisi atas transaksi 
elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 
komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan 
hukum demikian dilakukan melalui suatu sistem informasi, yang mencakup 
pengertian satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange 
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah 
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008). 
Perjanjian-perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu 
dokumen elektronik, dalam arti setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak 
                                                          
84 Op cit., 124. 



































terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna 
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mempu memahaminya. Kontrak-
kontrak yang dibuat melalui suatu sistem transaksi elektronik dinamakan dengan 
kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik mengacu pada Pasal 1 angka 
17 jo. Angka 4 adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem 
elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi 
elektronik. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat 
bukti hukum yang sah.85  
                                                          
85 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis…, 63-64. 



































PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.GO-JEK INDONESIA DENGAN 
MITRA PENGENDARA 
 
A. Gambaran Umum PT. GO-JEK Indonesia  
1. Sejarah PT.GO-JEK Indonesia 
PT. GO-JEK Indonesia adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor 
informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada tiga nilai pokok, yaitu 
kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 
di Jakarta oleh Nadiem Makarim.86 
GO-JEK tercipta berawal dari pengamatan Nadim terhadap tukang ojek yang 
ada di Jakarta. Dari pengamatan Nadiem, Sistem ojek yang ada pada saat itu 
sangat tidak efisien dikarenakan tukang ojek lebih banyak mengabiskan 
waktunya untuk menunggu penumpang di pangkalan.  
Dengan adanya GO-JEK, Mitra pengendara bisa lebih banyak mendapat 
penumpang tanpa harus mangkal di pinggir jalan, sehingga konsumen 
mendapatkan harga yang murah dan masyarakat tidak menggunakan kendaraan 
pribadi sehingga menurunkan kepadatan kendaraan di jalan.87  
Pada awalnya GO-JEK beroperasi menggunakan media panggilan telepon 
dan hanya melayani warga Jakarta saja dengan jumlah kendaraan sebanyak 20 
                                                          
86 https://www.Go-Jek/about/, diakses 27 Agustus 2017. 
87 Nadiem Makarim, https://www.youtube.com/watch?v=0GqoVj_KGsM, DBS To The Point: Di 
Mana-mana Go-Jek, diakses 14 Oktober 2017. 



































sepeda motor, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013 GO-JEK berkembang 
dan akhirnya memiliki 450 kendaraan dan memiliki jumlah pangkalan sebanyak 
150 pangkalan di Jakarta.88 Pada Januari 2015 GO-JEK beralih menggunakan 
media mobile apps untuk sarana pemesanan yang awalnya menggunakan media 
panggilan telepon untuk sarana pemesanan. 
Surabaya Merupakan area keempat yang menjadi kota tempat beroperasinya 
GO-JEK setelah Jakarta, Bali, dan Bandung. GO-JEK mulai beroperasi di 
Surabaya pada bulan Juni 2015 yang berkedudukan di Ruko Mangga Dua Blok 
B5 no.8 Jl. Jagir Wonokromo. GO-JEK memulai bisnisnya dengan mengerahkan 
400 (empat ratus) armada yang siap melayani masyarakat Surabaya untuk 
keperluan transportasi, instant courier, dan shopping. Hingga saat ini jumlah 
mitra pengendara terus bertambah selain karena kebutuhan masyarakat yang 
meningkat, juga karena banyaknya driver yang ingin bermitra di dalamnya. 
Untuk saat ini Kantor PT.GO-JEK Indonesia di Surabaya berada di Jl. 
Monginsidi No. 14, DR. Soetomo, Tegalsari.89 \ 
 
B. Visi dan Misi  
a. Visi 
Mengembangkan layanan jasa dalam bentuk aplikasi yang 
menghubungkan konsumen dengan tukang ojek secara langsung tanpa 
                                                          
88 Mikey Moran, https://www.youtube.com/watch?v=U_W53wiGz7o, Sarah Sechan - Mikey 
Moran Co-Founder Go-Jek, diakses 14/10/2017. 
89 Alifiyah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra 
Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya” (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 
2017), 49. 


































harus ke pangkalan ojek; memberikan kemudahan bagi masyarakat yang 
membutuhkan jasa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari; dan turut 
serta mensejahterakan perekonomian para tukang ojek. 
 
b. Misi 
Menjadikan acuan dalam tata kelola transportasi roda dua yang baik 
dengan menggunakan kemajuan teknologi; memberikan layanan prima 
dan solusi bagi konsumen dalam pelayanan jasa transportasi roda dua dan 




GO-JEK Indonesia yang mempunyai slogan An Ojek for Every Need telah 
mempunyai berbagai layanan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Adapun layanan jasa tersebut di antaranya adalah: 
a. Go-Ride 
Go-ride adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar 
konsumen ke berbagai tempat. Konsumen dapat menggunakan layanan 
go-ride dengan jarak pengantaran maksimal 25 km. Go-ride 
memungkinkan konsumen untuk menentukan titik lokasi penjemputan 
hingga jarak maksimal 100 km dari lokasi konsumen saat memesan.91 
 
                                                          
90 Ibid., 50. 
91 https://www.go-jek.com/faq/layanan/go-ride/#di-kota-manakah-go-ride-tersedia, diakses 10 
November 2017. 




































Go-send adalah layanan kurir instan untuk mengirim barang, dan 
dokumen dengan jarak tempuh maksimal 25 kilometer.92 
 
c. Go-Food 
Go-food adalah layanan pesan antar makanan dengan puluhan ribu 
restoran yang terdaftar dalam aplikasi GO-JEK. Konsumen hanya perlu 
mengisi form yang telah tertera pada aplikasi dan memilih makanan 
sesuai yang diinginkan.93 
 
d. Go-Mart 
Go-mart adalah layanan belanja instan di mana para mitra pengendara 
dapat membantu konsumen belanja apapun dari ratusan pilihan toko dan 
ribuan jenis produk di seluruh Indonesia.94 
 
e. Go-Med 
Go-med merupakan layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, dan 
kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi. Semua produk dijamin 
keasliannya karena go-med hanya bekerjasama dengan apotek berlisensi 




                                                          
92 https://www.go-jek.com/go-send/, diakses 10 November 2017 
93 https://www.go-jek.com/, diakses 10 November 2017 
94 https://www.go-jek.com/Go-Mart/, diakses 10 November 2017 
95 https://www.go-jek.com/Go-Med/, diakses 10 November 2017 


































D. Perjanjian Kemitraan Antara PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara 
1. Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan 
Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan ini terdapat di 
pasal 1 tentang ketentuan umum yang berbunyi: 
a. AKAB adalah pemilik Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen 
yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang 
dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan 
kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); 
b. DAB atau PT Dompet Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang 
berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan 
usaha penyelengaraan sistem uang elektronik 
c. GO-JEK adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha 
sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan 
AKAB; 
d. Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau 
orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau 
jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan 
bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri; 
e. PAB atau PT Paket Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang 
berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan 
usaha penyelengaraan pos;96 
 
Hubungan kerja yang terjadi antara PT.GO-JEK Indonesia dengan mitra 
pengendara adalah hubungan perjanjian kemitraan, sebagaimana tertuang dalam 
pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama: 
GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana 
masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan 
independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan 
ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing GO-






                                                          
96 Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi Go-Jek Driver 



































2. Syaratan dan Ketentuan Menjadi Mitra Pengendara 
Untuk bergabung menjadi mitra pengendara, PT.GO-JEK Indonesia 
memberikan syarat sebagai berikut:  
a. Pria/Wanita Usia 17 sampai 50 Tahun; 
b. Memiliki sepada motor pribadi minimal tahun 2010;  
c. Memiliki HP Android dan fasih menggunakannya.; 
d. Menyerahkan fotocopy berkas antara lain KTP aktif, SIM C aktif, Kartu 
Keluarga, STNK & Pajak kendaraan aktif, SKCK; 
e. Menyerahkan salah satu dokumen asli untuk jaminan (BPKB Sepeda 
motor, Kartu Keluarga,Akte Lahir, atau Buku Nikah).97 
Jika calon Mitra memenuhi kriteria tersebut, calon mitra pengendara yang 
bersedia untuk bekerjasama bisa langsung menghubungi pihak manajemen GO-
JEK Indonesia dengan mengirimkan SMS ke nomor yang telah disediakan. Calon 
mitra pengendara akan mendapat balasan dari manajemen GO-JEK berupa 
undangan untuk hadir ke kantor operasional GO-JEK Surabaya. Kemudian di 
kantor operasional tersebut akan dilakukan verifikasi data pendaftaran. 
Proses selanjutnya yaitu mitra pengendara akan mengikuti proses pembuatan 
email khusus untuk akun GO-JEK Driver. Setelah itu mitra pengendara diberikan 
pelatihan terkait dengan prosedur pelayanan jasa, jenis-jenis pelanggaran, cara 
mengisi deposit98, mengambil upah dalam deposit, dan lain-lain. 
                                                          
97 Nur Cholis, Wawancara, Surabaya, 05 Desember 2017. 
98 Deposit merupakan saldo yang berada di akun mitra pengendara yang digunakan untuk lalu 
lintas pembayaran dan bagi hasil. Apabila saldo deposit mitra pengendara dibawah batas saldo 
yang ditentukan, maka mitra pengendara tidak dapat menerima order dari aplikasi GO-JEK driver  


































Setelah semua proses telah dilalui, mitra pengendara dapat mengambil atribut 
berupa helm dan jaket. kemudian mitra pengendara diberikan syarat terahir untuk 
menyetujui isi kontrak yang telah dibuat oleh GO-JEK dengan cara melakukan 
tindakan mengklik persetujuan secara elektonik atas perjanjian kemitraan yang 
telah terdapat di aplikasi GO-JEK driver. Selanjutnya mitra pengendara sudah 
bisa mencari penumpang menggunakan aplikasi GO-JEK driver .99 
 
3. Kontrak Elektronik PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara 
Hubungan perjanjian PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra pengendara dibuat 
dalam bentuk kontrak elektronik yang terdapat dalam aplikasi GO-JEK Driver 
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kemitraan Pasal 5.2 tentang Kontrak 
Elektronik yang berbunyi: 
Para Pihak setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini dibuat dalam bentuk 
Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik 
merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini 
sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.100 
 
Perjanjian kemitraan tersebut diberlakukan setelah calon mitra melengkapai 
persyaratan yang diberikan, dan dinyatakan oleh PT. GO-JEK Indonesia telah 
memenuhi syarat untuk menjadi mitra pengendara, 
Kontrak yang disiapkan oleh pihak GO-JEK termasuk dalam jenis kontrak 
baku. Mitra pengendara di tuntut untuk menyetujui semua klausul yang telah 
dipersiapkan jika ingin meneruskan kerjasama kemitraan tersebut. Jika ada satu 
klausul yang menurut mitra pengendara kurang sesuai dengan kehendak hatinya, 
mitra pengendara tidak bisa melakukan negosiasi terhadap isi klausul kontrak 
                                                          
99 Priyo Hadi kurniawan, Wawancara, Surabaya, 05 Desember 2017. 
100 Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi Go-Jek Driver. 



































tersebut. Mitra pengendara hanya diberi pilihan untuk menerima seluruh klausul 
atau mengahiri kerjasama kemitraan tersebut.101 
Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk 
tidak mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa 
GO-JEK atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan 
Aplikasi GO-JEK oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau 
menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari 
Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.102 
. 
Kontrak Elektronik tersebut memuat lima Pasal ketentuan yang mengatur hak 
dan kewajiban para pihak antara pihak pengelola aplikasi dengan mitra 
pengendara.  
GO-JEK bisa menambahkan suatu persyaratan-persyaratan secara sepihak, 
dan mitra pengendara diharuskan untuk menerima atau mensetujui persyaratan 
tersebut. Jika mitra pengendara tidak menerima persyaratan baru tersebut, mitra 
dipersilahkan untuk mengakhiri kerjasama kemitraan tersebut. 
AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya 
sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. 
Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah 
AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut 
melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh 
AKAB yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang 
sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra 
menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas 
Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal 
pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju 
untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.103 
 
Pihak GO-JEK bebas untuk melakukan suspend (menutup akses kepada akun) 
jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa 
                                                          
101 Priyo Hadi Kurniawan, Wawancara, Surabaya 05 Desember 2017. 
102 Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi Go-Jek Driver. 
103 Ibid. 


































harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar melakukan 
pelanggaran atau tidak. GO-JEK juga memiliki kewenangan untuk memutus 
hubungan perjanjian kemitraan secara sepihak jika terjadi indikasi kecurangan 
atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus memberikan teguran terlebih 
dahulu dan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar 
melakukan pelanggaran atau tidak.  
GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak 
memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila 
GO-JEK atau AKAB menganggap, dalam diskresi GO-JEK atau AKAB 
sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra 
melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain 
yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GO-JEK ataupun 
AKAB. 
Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa GO-
JEK atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan 
yang dianggap perlu oleh GO-JEK atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran 
yang dilakukan oleh Mitra atas Persyaratan atau syarat ketentuan lain yang 
berlaku maupun pelanggaran yang dicurigai oleh GO-JEK maupun AKAB 
telah dilakukan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan 
penghimpunan fakta terhadap kegiatan Mitra melalui Aplikasi GO-JEK, 
pemberian surat peringatan, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi GO-JEK 
baik secara permanen maupun sementara, pengakhiran Perjanjian ini maupun 
memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).104 
 
PT.GO-JEK Indonesia dapat mengubah tarif dan persentase bagi hasil 
sewaktu-waktu secara sepihak. Dari pengalaman yang lalu, akibat perubahan tarif 
secara sepihak ini sampai mengakibatkan demonstrasi di berbagai Kota 
sebagaimana dijelaskan di dalam Bab satu.105 
Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat: 
menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan 
                                                          
104 Ibid. 
105 Rosikin, Wawancara, Surabaya 01 Desember 2017. 



































diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK 
ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB); 
mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari 
Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk 
penggunaaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah 
berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen 
(yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan 
sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara 
tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang 
dipilih oleh AKAB); 
Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GO-JEK 
ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan 
untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan 
kepada GO-JEK ataupun AKAB, ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB 
pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak 
oleh salah satu dari GO-JEK ataupun AKAB maupun Mitra dengan 
mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui 
Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya).106 
 
Beberapa Pasal lain yang perlu ditinjau lebih lanjut antara lain: 
GO-JEK, AKAB maupun Mitra berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini 
secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian 
dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 
Mitra dengan ini membebaskan GO-JEK dan AKAB dari segala macam 
tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan 
perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk 
apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan atau 
diselesaikan oleh Mitra melalui Aplikasi GO-JEK. 
Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak 
dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan 
hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian 
terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan 
ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi. 
 
4. Kebijakan  
Demi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, PT.GO-JEK 
Indonesia menetapkan peraturan dan sanksi yang harus dipatuhi oleh seluruh 
                                                          
106 Ibid. 


































Mitra Pengendara. Mengenai pelanggaran apa saja yang harus dihindari agar 
Mitra Pengendara tidak dikenakan sanksi dapat dilihat di https://driver.GO-
JEK.com/hc/id/.  
Pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Pengendara dapat di deteksi melalui 
dua cara yaitu melalui sistem dan melalui laporan pelanggan atau pihak lain. Jika 
Mitra Pengendara terindikasi melakukan pelanggaran maka mitra pengendara 
akan dikenai sanksi suspend. Jika Mitra pengendara terkena suspend berarti 
Mitra pengendara tidak dapat mengambil order dan mengambil saldo deposit 
yang berada di akun GO-JEK. Sanksi Auto suspend diberikan berdasarkan 
deteksi secara otomatis dari sistem GO-JEK. Sedangkan Sanksi Manual Suspend 
diberikan apabila terdapat laporan dari pelanggan ataupun pihak lain. 
Jika Mitra Pengendara terindikasi melakukan pelanggaran, Mitra pengendara 
dapat melakukan proses banding di kantor operasional. Proses banding adalah 
upaya Mitra pengendara untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan saat 
bekerja sehingga mendapat sanksi tersebut, apakah memang sesuai dengan apa 
yang dituduhkan atau tidak. Mitra pengendara dapat melakukan banding paling 
lambat 2 bulan setelah tanggal auto suspend dilakukan. Akun akan diaktifkan 
kembali apabila Mitra terbukti tidak melakukan pelanggaran.107 
 
5. Perhitungan Rating 
Rating adalah penilaian yang diberikan oleh pelanggan kepada Mitra 
Pengendara setelah mitra pengendara melaksanakan order. Kegunaan rating 
                                                          
107 https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/115000020907-Jenis-jenis-Pelanggaran-GO-JEK 
diakses, 02 Desember 2017. 



































adalah untuk menentukan tingkat performa mitra pengendara. Apabila rating 
mitra pengendara dibawah 4,3 maka mitra pengendara akan mendapatkan sanksi 
yaitu putus mitra. Mitra pengendara dapat melihat rating pada aplikasi GO-JEK 
Driver di halaman performa, seperti di bawah ini: 
Gambar 3.1 
Halaman Performa Mitra Pengendara. 
 
 
Sumber: Aplikasi GO-JEK Driver 
Untuk cara perhitungan Rating dihitung dari akumulasi rating 25 order terakhir. 
Dikarenakan tidak semua pelanggan langsung memberikan rating setelah 
memesan jasa GO-JEK, Perhitungan rating yang dihitung adalah tidak termasuk 
pelanggan yang belum memberikan rating. Contoh:  
Mitra pengendara mendapatkan rating 4 dari 15 order pertama. Lalu pada 10 
order berikutnya, Mitra pengendara mendapatkan rating 5. 
4 (rating) x 15 (jumlah order) = 60 
5 (rating) x 10 (jumlah order) = 50 
Jadi perhitungan akhir adalah: 110 : 25  = 4,4. 
 
 



































TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA DENGAN 
MITRA PENGENDARA 
 
A. Praktik Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra 
Pengendara 
Untuk bergabung menjadi Mitra pengendara, PT. GO-JEK Indonesia 
memberikan beberapa syarat yaitu usia minimal 17 Tahun dan PT.GO-JEK 
mensyaratkan beberapa berkas fotocopy KTP, SIM C, dan sebagainya. Setelah 
semua persyaratan terpenuhi, proses selanjutnya yaitu mendatangi kantor 
operasional PT.GO-JEK Indonesia untuk verifikasi berkas, training, pembuatan 
akun, dan pengambilan atribut. 
 Di dalam proses pembuatan akun, mitra pengendara diwajibkan untuk 
menyetujui kontrak perjanjian kemitraan yang berada di dalam aplikasi GO-JEK 
Driver. Kontrak tersebut berbentuk kontrak elektronik dan dibuat secara sepihak 
oleh PT.GO-JEK Indonesia tanpa melalui proses negosiasi dengan Mitra 
pengendara. Kontrak tersebut telah disiapkan dan dibuat sedemikian rupa.  
Mitra pengendara dituntut untuk menyetujui semua klausul yang telah 
dipersiapkan jika ingin meneruskan kerjasama kemitraan tersebut. Jika ada suatu 
klausul yang menurut mitra pengendara kurang sesuai dengan kehendak hatinya, 
mitra pengendara tidak bisa melakukan negosiasi untuk merubah isi klausul 
kontrak tersebut. Mitra pengendara hanya diberi pilihan untuk menerima seluruh 
klausul atau mengakhiri kerjasama kemitraan tersebut.  



































Tidak semua peraturan diatur dalam kontrak elektronik tersebut. Di dalam 
pasal 3.4 tentang Kode Etik dan Kewajiban Mitra, terdapat beberapa kebijakan 
yang langsung tertulis di dalam perjanjian kemitraan tersebut dan ada yang diatur 
secara terpisah dari perjanjian kemitraan. Untuk kebijakan yang terpisah dari 
perjanjian kemitraan tersebut tertulis pada https://driver.GO-JEK.com/hc/id.108 
Kebijakan yang terdapat di website tersebut telah beberapa kali mengalami 
perubahan akan tetapi di dalam setiap perubahan tersebut PT. GO-JEK Indonesia 
memberikan pemberitahuan kepada setiap Mitra pengendara melalui pesan 
singkat.109 
Untuk kebijakan yang berada dalam https://driver.GO-JEK.com/hc/id. Berisi 
jenis-jenis pelanggaran yang bisa berujung pada sanksi suspend dan/atau putus 
mitra, kebijakan mengenai pembagian hasil, serta informasi terbaru terkait 
dengan aktifitas GO-JEK. 
Mengenai apa saja jenis pelanggaran yang berakibat pada sanksi suspend 
dan/atau putus mitra, pihak GO-JEK tidak menjelaskannya secara terperinci pada 
saat proses pendaftaran maupun proses training. Mitra pengendara di tuntut 
untuk mempelajarinya sendiri.110 Hal tersebut dikeluhkan oleh beberapa driver 
yang menyatakan bahwa GO-JEK tidak menjelaskan secara detail sehingga 
sering ditemui beberapa kasus yang berakibat kepada putus mitra dengan 
tuduhan order fiktif. Seperti yang dialami oleh Hilarius Anton111 dan Fahrizal112 
                                                          
108 Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi Go-Jek Driver. 
109 Romli, Wawancara, Surabaya 10 Desember 2017. 
110 Priyo Hadi Kurniawan, Wawancara, Surabaya 05 Desember 2017. 
111 Hilarius Anton, Wawancara, Sidoarjo 06 Desember 2017. 


































selaku Mitra pengendara yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu secara pasti 
perbuatan apa saja yang bisa dikatakan order fiktif. Ahirnya mereka tidak 
mengerti kalau apa yang dilakukan termasuk order fiktif yang merupakan 
kesalahan yang fatal dan dapat berakibat putus mitra. Hal itu disebabkan karena 
pada saat proses pendaftaran dan training hal tersebut tidak dijelaskan. 
Pada tahap pelaksanaan kontrak, PT. GO-JEK Indonesia sering kali 
melakukan beberapa perubahan kebijakan secara sepihak, PT. GO-JEK Indonesia 
juga beberapa kali melakukan perubahan tarif dan perubahan cara mendapatkan 
bonus yang pada akhirnya berakibat pada pendapatan Mitra pengendara.113 
Pada tahap penyelesaian sengketa sebagaimana dalam pasal 5.1 tentang 
penyelesaian sengketa, tertulis mitra membebaskan GO-JEK dari segala macam 
tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya. Apabila timbul perselisihan 
sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari perjanjian, maka para 
pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila 
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. 
Menurut Gary Goodpaster, sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, 
mediasi akan berfungsi dengan baik bilamana memenuhi dan sesuai dengan 
syarat-syarat: 
1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding; 
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan; 
                                                                                                                                                               
112 Fahrizal, Wawancara, Sidoarjo, 02 Desember 2017. 
113 Romli, Wawancara, Surabaya, 10 Desember 2017. 



































3. Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran; 
4. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan; 
5. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam; 
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut; mereka tidak dapat 
dikendalikan; 
7. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting 
dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak; 
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku 
lainnya, seperti para pengacara, dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih 
baik dibandingkan dengan mediasi.114 
Menurut Rosikin selaku mitra pengendara, menyatakan bahwa proses 
mediasi  memang tidak berjalan efektif di GO-JEK. GO-JEK bebas untuk 
melakukan suspend ataupun putus mitra sedangkan kita sebagai mitra 
pengendara, sulit untuk melakukan pembelaan.115 Berdasarkan keterangan dari 
beberapa Mitra Pengendara, sering kali bukti yang kita berikan sulit diterima 
sebagai kebenaran oleh pihak GO-JEK. Bahkan disaat kita merasa tidak 
melakukan order fiktif pun, kita dapat dituduh melakukannya dengan alasan 
kalau perbuatan kita tersebut telah terdeteksi sebagai order fiktif oleh system.116 
Hal itu terjadi karena tidak ada aturan yang jelas mengenai bagaimana cara 
membuktikan kalau terjadi sengketa diantara para pihak. para mitra pengendara 
                                                          
114 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara 
Serta Kendala Implementasinya,( Jakarta: Kencana, 2011), 13. 
115 Rosikin, Wawancara, Surabaya, 01 Desember 2017. 
116 Priyo Hadi Kurniawan, Wawancara, Surabaya, 05 Desember 2017. 


































tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding dengan PT.GO-JEK 
Indonesia. Hal tersebut berawal dari pembuatan kontrak yang dibuat secara 
sepihak, terlebih lagi mitra pengendara dituntut untuk patuh terhadap semua 
kebijakan beserta perubahannya, di dalam kontrak juga terdapat klausul yang 
menyatakan bahwa PT.GO-JEK berhak untuk melakukan tindakan suspend 
ataupun memutus perjanjian kemitraan secara sepihak dengan alasan apapun.117 
Pemberian rating yang buruk yang diberikan konsumen kepada mitra 
pengendara sangat berakibat pada keberlangsungan perjanjian antara PT. GO-
JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara. Akibat pemberian rating Bintang 1 
(satu) seperti gambar 4.1 membuat Mitra pengendara bisa terancam terputus dari 
perjanjian Kemitraan, padahal hal tersebut bukan dikarenakan kinerja mitra 
pengendara yang buruk, akan tetapi akibat ketidaktahuan konsumen terhadap 
sistem rating. Mitra pengendara akan terkena auto suspend yang dilakukan oleh 
system jika mendapat penilaian seperti ini, dan akan berujung pada putusnya 
Perjanjian Kemitraan. 
Gambar 4.1 
Penilaian Konsumen Kepada Mitra Pengendara 
 
Sumber: Screenshoot aplikasi Go-Jek Driver milik mitra pengendara.118 
 
                                                          
117 Ibid. 
118 Mohammad Rodly, Wawancara, Surabaya 05 Desember 2017. 



































 Beberapa mitra pengendara juga seringkali mendapat rating yang buruk 
akibat konsumen yang tidak beritikad baik. 
Gambar 4.2 
Penilaian Konsumen Kepada Mitra Pengendara 
 
Sumber: Screenshoot aplikasi Go-Jek Driver milik mitra pengendara.119 
Gambar 4.3 
Penilaian Konsumen Kepada Mitra Pengendara 
 
Sumber: Screenshoot aplikasi Go-Jek Driver milik mitra pengendara.120 
 
                                                          
119 Rudy Irawan, Wawancara, Surabaya 05 Desember 2017. 
120 Maulana Ishak, Wawancara, Surabaya, 05 Desember 2017. 


































Dalam praktiknya, banyak sekali mitra pengendara yang merasa bingung 
karena tiba-tiba tidak bisa mengakses aplikasi GO-JEK Driver, hal ini seringkali 
dikarenakan oleh pengaduan konsumen yang beritikad buruk yang mengadukan 
mitra pengendara ke customer service dengan tuduhan pelanggaran yang tidak 
dilakukannya. 
 
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT.GO-JEK 
Indonesia dengan Mitra Pengendara 
 
Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh PT.GO-JEK Indonesia dengan 
Mitra Pengendara di tuangkan kedalam bentuk kontrak elektronik. Hal ini 
dilakukan oleh PT.GO-JEK Indonesia sebagai perusahaan teknologi untuk 
mewujudkan efisiensi, mudah diterapkan, dan dapat dilakukan secara massal 
dengan biaya yang cukup murah. 
Mengenai s}ighat akad, menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, Tulisan bisa 
digunakan sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan niat dan kehendak, 
sebagai pengganti ucapan secara lisan. Oleh karena itu, akad yang dilakukan 
melalui tulisan harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. 
Dalam perjanjian ini ijab dan qabul terjadi saat mitra pengendara 
menggunakan aplikasi GO-JEK Driver pada saat pertama kali, karena untuk 
penggunaan aplikasi tersebut, Mitra pengendara diwajibkan untuk melakukan 
pernyataan persetujuan atas ketentuan perjanjian dengan cara mengklik 
persetujuan. Jika Mitra pengendara tidak melakukan tindakan tersebut maka 
mitra pengendara tidak akan bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari 



































penumpang. Dalam hal ini para pihak telah menyepakati bagaimana cara masing-
masing pihak menyatakan persetujuan. 
Akad sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya adalah 
kesepakatan antara dua kehendak yang menimbulkan akibat-akibat hukum. 
Kehendak untuk mengadakan akad itu ada dua macam yaitu kehendak batin dan 
kehendak lahir. Kehendak batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan (ar-
ridha>) dan pilihan (al-ikhtiya>r). Kehendak lahir yaitu suatu shigat atau yang 
menempati tempatnya, seperti perbuatan, yang mengungkapkan kehendak batin. 
Apabila kehendak batin dan lahir itu sesuai maka akad dinyatakan sah. 
Dalam suatu akad terkadang hanya terdapat kehendak lahirnya saja, 
sedangkan kehendak batinnya tidak ada. Dalam keadaan seperti ini akad itu 
hanya formalnya saja, dan secara hukum dalam beberapa hal menurut jumhur 
ulama, akad semacam ini dikategorikan sebagai akad yang tidak sah. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan penulis, banyak sekali Mitra pengendara yang 
menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak setuju dengan beberapa 
klausul/peraturan yang dibuat oleh PT.GO-JEK Indonesia. Akan tetapi mereka 
menyetujuinya karena kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka untuk 
menyetujui perjanjian tersebut. Mereka menyadari bahwa posisi mereka lemah 
dan tidak bisa merundingkan isi perjanjian tersebut yang memang dibuat 
sedemikian rupa. 
Akibatnya, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan 
perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai 


































tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut dengan cacat kehendak. 
Sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak 
yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.  
Dalam hal ini, kontrak elektronik sah dilakukan karena tidak ada larangan 
yang secara tegas tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Akan tetapi, dalam 
pelaksanaannya, kontrak elektronik yang memuat perjanjian baku tersebut 
melupakan akan esensi dari prinsip Syariah yaitu prinsip keseimbangan. Pada 
praktiknya, pihak pengelola aplikasi tidak memberikan kesempatan bagi pihak 
mitra pengendara untuk memberikan pendapat, saran maupun komplain ketika 
menyusun perjanjian tersebut. Pihak pengelola membuat perjanjian tersebut 
secara sepihak sehingga besar kemungkinan pihak pengelola membuat isi 
perjanjian yang lebih menguntungkan daripada pihak mitra lainnya. 
Terdapat tiga kategori akibat hukum dari perjanjian atau akad dari segi 
hukum Islam, yaitu akad yang sah, akad yang fasad dan akad yang batal. Akad 
yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang 
mengadakan akad. Sedangkan pada akad fasad dan akad batal keduanya sama-
sama tidak dapat diwujudkan dan tidak memberikan akibat hukum apapun bagi 
para pihak yang membuat akad. 
Perjanjian baku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kontrak 
kemitraan antara para pihak di GO-JEK tersebut kurang mencerminkan prinsip 
kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat berakibat timbulnya suatu kezaliman. 
Hal tersebut dapat terlihat dari isi perjanjian kemitraan tersebut. PT. GO-JEK 
Indonesia bebas untuk secara sepihak menetapkan jumlah bagi hasil, serta 



































melakukan tindakan suspend, dan pemutusan hubungan perjanjian secara sepihak 
jika Mitra terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, tanpa membuktikan 
kepada pihak manapun kalau mitra tersebut melakukan pelanggaran kode etik. 
Sehingga pada praktiknya mitra pengendara bisa terkena pemutusan 
perjanjian walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut. Hal 
tersebut dikarenakan cara mendeteksi pelanggaran kode etik tersebut 
menggunakan sistem dan terdapat banyak celah yang ada di sitem tersebut yang 
berakibat merugikan para mitra. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah 
dalam Surat al-Anfal yang berbunyi:  
وا َِّمإ َ   ف ٗة نا يِخ ٍمۡو ق نِم َّن فا  تَ ِۡذبنۢٱ  َِّنإ ٍۚ ٍٓءا  و  س ٰ
  عَل ۡمِهۡ
 
ِلَإ  َّللّٱ  ُِّب حيُ 
 
لَ  ِيِنٓئا 
ۡ
لۡٱ ٥٨  
Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 
golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan 
cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berkhianat.” (Q.S. al-‘Anfa>l : 58). 
 
Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan rukun akad yang 
keempat yaitu tidak bertentangan dengan shara. Perjanjian baku termasuk pada 
perjanjian yang sah, akan tetapi perjanjian baku tersebut tidak mengandung 
prinsip kebebasan berkontrak dan keseimbangan (tawāzun). Secara hukum Islam, 
perjanjian tersebut menjadi fasad. Akad yang fasad (dapat dibatalkan), yaitu akad 
yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, tetapi ada segi atau hal lain yang 
merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Oleh karena itu, perjanjian 
baku tidak dapat berlaku mengikat bagi para pihak. 


































Menghormati perjanjian menurut Islam hukumnya wajib. Hal ini karena ia 
memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian di samping dapat 
menyelesaikan persengketaan. Allah SWT memerintahkan agar memenuhi janji, 
baik itu terhadap Allah maupun manusia. Allah SWT berfirman  
ا  ه ُّي
 
أ َٰٓ  ي   نيِ
َّ






آوحن  ما ء ٍۚ ِدو حق حع
ۡ
لٱ"... 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Q.S. al-
Ma’idah: 1) 
 
Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang 
telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibanya dalam perjanjian 
tersebut. Dalam hal ini seharusnya jika Mitra pengendara menyadari bahwa 
peraturan yang dibuat GO-JEK tidak sesuai denga kehendak hatinya, dan 
peraturan tersebut memang tidak bisa dirubah sesuai dengan kehendak hati mitra 
pengendara, maka mitra pengendara seharusnya menolak perjanjian tersebut. 
Akan tetapi dalam praktik memang mitra pengendara menyetujui perjanjian 
tersebut demi mendapat pendapatan untuk kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hal 
tersebut seharusnya mitra pengendara memang harus bersedia mengikuti 
persyaratan yang ada. 
 
C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT.GO-JEK 
Indonesia dengan Mitra Pengendara 
 
Pelaku bisnis sering kali menyesal ketika suatu kontrak yang dibuatnya 
bermasalah. Padahal, persoalan hukum tersebut timbul karena ketidakhati-hatian 
pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak tersebut.Umumnya, kesadaran hukum 
baru terbangun ketka kontrak bermasalah. Padahal, pemahaman isi kontrak saat 



































kontrak tersebut akan disetujui merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak 
yang disepakati tersebut bermasalah. Terkait dengan seringkali terjadinya kontrak-
kontrak bermasalah, maka penting dipahami bahwa hampir seluruh aktivitas 
bisnis adalah perbuatan hukum dalam ranah hukum bisnis, khususnya hukum 
kontrak. 
Kontrak akan melindungi proses dan hubungan hukum bisnis yang dilakukan 
oleh para pelaku bisnis, jika kontrak dimaksud dibuat secara sah, karena kesahan 
suatu kontrak merupakan penentu kelanjutan proses dan hubungan hukum bisnis 
mereka. Oleh karena itu, pemahaman hukum tentang perancangan, penafsiran, 
pelaksanaan dan penyelesaian sengketa hukum kontrak sangat penting bagi para 
pelaku bisnis, terlebih lagi saat ini telah berkembang aturan hukum dan praktik 
hukum kontrak elektonik, baik secara nasional maupun internasional. 
Keabsahan kontrak elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara prinsipil, kontrak 
elektronik sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya hanya di media 
saja, kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada 
umumnya dibuat tertulis diatas kertas. Oleh karena itu, pembuatan dan 
pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada UU No. 11 Tahun 2008 
sebagai aturan hukum khusus (lex spesialis), juga tunduk pada KUH Perdata 
sebagai aturan hukum umum (lex generalis) 
Menurut Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, Transaksi elektronik yang 
dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya. 
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, 


































informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya 
merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti merupakan penambahan terhadap 
alat bukti yang telah ada dan dikenal sebelumnya dalam hukum. 
Untuk permasalahan kontrak baku yang dibuat oleh salah satu pihak saja, 
tanpa melalui proses negosiasi dalam prakontrak, baik KUH Perdata maupun UU 
No. 11 Tahun 2008 tidak mengatur secara konkrit tentang prakontrak yang belum 
tercapai kesepakatan final antara para pihak yang akan membuat kontrak, 
termasuk kontrak elektronik. Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata misalnya, 
hanya mengatur kebebasan membuat kontrak pada saat (momen) terjadinya suatu 
kontrak. Begitu juga dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18 ayat (1) 
UU No. 11 Tahun 2008 hanya mengatur saat (momen) terjadinya dan kekeuatan 
mengikat kontrak elektronik. 
Untuk sahnya suatu kontrak Pasal 1338 KUH Perdata memuat ketentuan 
imperatif bahwa suatu kontrak bisa dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-
syarat antara lain: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) cakap untuk 
membuat kontrak 3) objek atau pokok persoalan tertentu; dan 4) sebab atau causa 
yang tidak dilarang.  
Untuk menentukan bahwa syarat pertama, yaitu sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya telah terpenuhi dalam kontrak elektronik, dapat dilihat pada 
Pasal 5.2 tentang Kontrak Elektronik yang berbunyi  
Para Pihak setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini dibuat dalam bentuk 
kontrak elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik 



































merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan perjanjian ini 
sehingga perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.121 
 
Berdasarkan Pasal tersebut berarti perjanjian tersebut terjadi ketika Mitra 
pengendara menggunakan aplikasi GO-JEK Driver saat pertama kali, jika Mitra 
pengendara tidak melakukan tindakan klik persetujuan maka Mitra pengendara 
tidak akan bisa menggunakan aplikasi GO-JEK Driver untuk mencari penumpang. 
Dalam hal ini para pihak telah menyepakati bagaimana cara masing-masing pihak 
menyatakan bentuk persetujuan. 
Pada bagian akhir kontrak juga dipertegas kembali pada Pasal 5.7 tentang 
persetujuan Para Pihak yang berbunyi 
Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GO-
JEK, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas 
Perjanjian ini, maka GO-JEK, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa 
Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal 
dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal 
dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.122 
 
Selanjutnya, Pernyataan kedua, bagaimana mengetahui bahwa para pihak 
adalah cakap untuk membuat kontrak elektronik, dalam hal ini PT.GO-JEK 
Indonesia memberikan syarat umur minimal 17 Tahun dan mensyaratkan 
beberapa berkas berupa fotocopi KTP, SIM dan lain-lain. 
Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, Mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak 
cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga harus diwakili atau dibantu 
oleh orang lain adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah 
pengampuan, orang perempuan dalam pernikahan.  
                                                          
121 Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi Go-Jek Driver. 
122 Ibid. 


































Orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata yaitu orang yang 
belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jika ia telah kawin, 
maka ia dianggap telah dewasa. Akan tetapi sejak diterbitkannya UU No. 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia 
dewasa. Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa “Penghadap harus memenuhi 
syarat yaitu 1) paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah, dan 2) cakap 
melakukan perbuatan hukum.” Maka setiap orang yang sudah berusia 18 Tahun 
atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk bertindak selaku 
subjek hukum. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan.  
Suatu hal tertentu tidak lain adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban dari 
pihak yang membuat kontrak. Dalam perjanjian kemitraan ini telah ditentukan 
bahwa Mitra pengendara mempunyai hak untuk menggunakan aplikasi GO-JEK 
Driver untuk mendapat penumpang. Kewajiban untuk mengikuti segala peraturan 
yang diberikan PT.GO-JEK Indonesia serta memberikan sejumlah komisi dari 
pendapatan yang didapat mitra dari Konsumen. 
Mengenai pemutusan kontrak secara sepihak yang menyimpangi pasal 1266 
KUH Perdata sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan Pasal 4 tentang 
Keberlakuan Perjanjian, menurut Agus Yudha Hernoko bahwa Pasal 1266 KUH 
Perdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi. Pendapat ini didasarkan 
pada argumentasi bahwa Pasal 1266 KUH Perdata terletak pada sistematika 
Buku III dengan karakteristiknya yang bersifat mengatur/melengkapi dan Para 
pihak dapat menentukan bahwa untuk pemutusan kontrak tidak diperlukan 



































bantuan hakim, dengan syarat hal tersebut harus dinyatakan secara positif dalam 
kontrak. 
Praktik penyusunan kontrak komersial pada umumnya mencantumkan 
klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata (faktor heteronom), sehingga 
hal ini dianggap sebagai “syarat yang biasa diperjanjikan” dan merupakan faktor 
otonom yang disepakati para pihak. Dengan demikian, kedudukan klausul ini 
dianggap mempunyai daya kerja yang mengikat para pihak, lebih kuat dibanding 
daya kerja Pasal 1266 KUH Perdata yang bersifat mengatur.123 
Mengenai perubahan tarif yang sering kali turun dan dikeluhkan para mitra 
pengendara. Hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kemitraan pada pasal 3.3 
tentang Pembayaran Oleh Konsumen. Oleh karena itu, PT.GO-JEK Indonesia 
dapat mengubah tarif dan persentase bagi hasil sewaktu-waktu secara sepihak 
karena hal tersebut telah diperjanjikan dan mitra pengendara telah memberikan 
persetujuan akan hal itu.  
Begitu juga dengan suspend sepihak, dan pemutusan kontrak sepihak telah 
diperjanjikan pada Pasal 3.2 tentang Penggunaan Aplikasi. Hal tersebut untuk 
menjaga dari Mitra pengendara yang melakukan kecurangan dan merupakan cara 
PT.GO-JEK indonesia untuk mengawasi para Mitra, hal tersebut dilakukan demi 
menjaga kualitas pelayanan dan nama baik PT. GO-JEK Indonesia terhadap 
konsumen agar tercipta pelayanan yang maksimal dan nantinya akan berimbas 
juga ke Mitra jika konsumen menyukai pelayanan yang diberikan GO-JEK.  
                                                          
123 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian..., 302-303. 


































Akan tetapi  isi dari pasal 3.2 tersebut bertentangan dengan asas 
keseimbangan, dalam hal ini Go-Jek bebas untuk menutup ataupun tidak 
memberikan mitra akses kepada akun milik mitra secara sepihak tanpa perlu 
membuktikan kepada pihak manapun. Pasal tersebut berbunyi:  
GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak 
memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila 
GO-JEK atau AKAB menganggap, dalam diskresi GO-JEK atau AKAB 
sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra 
melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain 
yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GO-JEK ataupun 
AKAB. 
Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa GO-
JEK atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan 
yang dianggap perlu oleh GO-JEK atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran 
yang dilakukan oleh Mitra atas Persyaratan atau syarat ketentuan lain yang 
berlaku maupun pelanggaran yang dicurigai oleh GO-JEK maupun AKAB 
telah dilakukan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan 
penghimpunan fakta terhadap kegiatan Mitra melalui Aplikasi GO-JEK, 
pemberian surat peringatan, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi GO-JEK 
baik secara permanen maupun sementara, pengakhiran Perjanjian ini maupun 
memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).124 
 
Akses terhadap akun GO-JEK Driver sangat penting bagi mitra Pengendara, 
hal tersebut merupakan unsur Esensialia dalam kontrak  yang mutlak harus ada, 
yang tanpa itu kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan PT.GO-JEK 
Indonesia tidak mungkin ada karena Mitra pengendara melakukan perjanjian 
tersebut bertujuan untuk dapat mengakses aplikasi Go-Jek Driver  untuk mencari 
penumpang melalui aplikasi tersebut. 
                                                          
124 Perjanjian Kemitraan dalam aplikasi GO-JEK Driver. 






































Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kontrak elektronik dibuat secara sepihak oleh PT. GO-JEK Indonesia, tanpa 
ada keterlibatan mitra pengendara. PT. GO-JEK Indonesia bebas untuk 
menetapkan jumlah bagi hasil, serta melakukan tindakan suspend, dan 
pemutusan hubungan perjanjian. Sehingga pada praktiknya mitra pengendara 
bisa terkena pemutusan perjanjian walaupun mereka tidak melakukan 
pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan cara mendeteksi pelanggaran kode etik 
tersebut menggunakan sistem dan terdapat banyak celah yang ada di sistem 
tersebut yang berakibat merugikan para mitra. 
2. Menurut hukum Islam perjanjian baku yang diterapkan PT. GO-JEK Indonesia 
dengan Mitra pengendara tidak mencerminkan prinsip keseimbangan 
(tawāzun). Secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi fasad (dapat 
dibatalkan). 
3. Permasalahan kontrak baku yang dibuat tanpa melalui proses negosiasi dalam 
prakontrak, baik KUH Perdata maupun UU No. 11 Tahun 2008 tidak 
mengatur tentang prakontrak yang belum tercapai kesepakatan. Mengenai 
perubahan tarif dan perubahan peraturan serta pemutusan kontrak secara 
sepihak telah diatur dalam perjanjian tersebut dan para pihak telah 
memberikan persetujuan akan hal itu. Meskipun bertentangan dengan 


































beberapa pasal dalam KUH Perdata, hal tersebut diperbolehkan karena pasal 
tersebut bersifat mengatur/melengkapi yang berarti dapat dikesampingkan 
oleh para pihak. 
 
B. Saran 
1. PT. GO-JEK Indonesia diharapkan untuk membuat kontrak elektronik yang 
sesuai dengan prinsip Syariah terutama prinsip keseimbangan dan kebebasan 
berkontrak. Serta memberikan penjelasan kepada mitra pengendara terkait 
kode etik dan isi dari kontrak elektronik tersebut secara terperinci. 
2. PT. GO-JEK Indonesia diharapkan untuk memberikan kesempatan untuk 
melakukan negosiasi serta Memberikan kesempatan kepada mitra untuk 
melakukan komplain apabila hak-haknya dalam perjanjian tersebut dapat 
dirugikan oleh pihak perusahaan, serta mendirikan lembaga yang khusus 
menangani permasalahan ini di luar perusahaan tersebut. 
3. Untuk Mitra pengendara sebaiknya membaca dan memahami isi kontrak 
terlebih dahulu sebelum menyetujuinya. Jika isi dari kontrak tersebut tidak 
sesuai dengan kehendak hatinya sebaiknya kontrak tersebut tidak disetujui. 
4. Mitra pengendara karena telah memberikan persetujuan terhadap kontrak 
elektronik tersebut sebaiknya mentaati seluruh peraturan yang diberikan PT> 
GO-JEK Indonesia dengan penuh tanggung jawab. 
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